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“Dan da'am qishah itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu,

hai orang-orang yang berakal, supayva kamu bertakwa”
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PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB LATIN
Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini ialah pedoman transliterasi
berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan No. 043 b/u/1987
dengan beberapa penyesuaian sehingga sebagai berikut:

1. Konsonan

iﬁf Nama Huruf Latin Nama
1 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o ba b be
= ta t Te
& tsa s es (dengan titik di atas)
a jim j Je
C ha . h ha (dengan titik di bawah)
& kha kh ka dan ha
3 dal d D.
*-, 5 dzal z zet (dengan titik di atas)
3 ra T er
3 zai | z zet
I o sin s €s
o syin sy es dan ye
P shad sh es dan ha
| dhad d de (dengan titik di bawah)
b tha ! le (dengan titik di bawah)
|
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b dha z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain AR koma terbalik di atas
't gain g ge

b fa f ef

a3 qaf q ki

B kaf k ka

J lam 1 el

p mim m em

R nun n en

3 wau w we

'S ha h ha

: hamzah L Apostrof

Y ya ya ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia atau monoftong dan

vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda dan harkat

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah a
- Kasrah i
Dhammah
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Contoh:
w5 ditulis kataba 153

sads ditulis yazhabu

b. Vokal rangkap (diffong)

ditulis zukira

Tanda dan Huruf Nama Gabungan huruf Nama
‘@, fathah dan ya ai adani
‘5. fathah dan wawu au adanu’
Contoh:

o ditulis kaifa
2 o) ditulis haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf

transliterasinya berupa huruf dan tahda, yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Ga:: ungan Nama
. uruf
S, | fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas

S... kasrah dan ya i i dan garis di atas
5. dhammah dan wawu | u dan garis di atas

Contoh:

Ji ditulis gala o ditulis g#la

Ls ditulis ramd }j b ditulis yagilu

4. Ta Marbiithah

Transliterasi untuk ta marbithah ada dua

c. Ta’ marbithah mati atav mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah

ditulis (h).

da.d ditulis gabidah




d.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuthah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka (a
marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:

coelb  ditulis Talhah

gl ditulis al-Tahda

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sam2 dengan huruf yang diberi

tanda syaddah itu,

Ly ditulis rabbanda

gal ditulis al-birr

6. Kata Sandang

a.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf (i) diganti dengan huruf yang sama deﬁgan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/

hubung.

Contoh:

AV ditulis al-galamu

1o')\.....H ditulis as-Salamu




7. Penulisan Kata-kata
Penulisan kata-Kata dalam rongkatan kalimat bisa dilakukan dengan dua
cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih

penulisan kata mi dengan dirangkuatkan.

eSO ad gl il ol g ditulis Wa innallédha lahuwa khairurrazigin

8. huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

9. Singkatan-singkatan

SWT s Subhdnahu Wa Ta 'dlu
SAW c Shallallahe “Alaihi Wa Sallam
No. : Nomor
Q.S : Qur’an surat
(.1 : tanpa tahun
hln. : halaman
Uu : Undang-Undang
; Terj : Terjemahan
Cet : Cetakan
AD : Anggaran Dasar
ART :Anggaran Rumah Tangga
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang ahli fikir Yunani yang bernama Aristoteles mengatakan bahwa
manusia adalah zone politicon, mahluk yang pada dasarnya selalu ingin bérgaul
dan berkelompok. Oleh karena sifat manusia yang suka bergaul antar satu dengan
vang lainnya maka manusia itu discbut scbagai “makhluk sosial”.' Scbagai
makhluk = sosial, sudah scwajarnya jika manusia dalam kchidupannya
membutuhkan manusia atau orang lain. Manusia tidak dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya sendiri karena sudah menjadi sunatuflah, bahwa manusia
akar senantiasa membutuhkan orang lain untuk hidup dan melanjutkan
Keturunannya.

Sescorang akan berusaha untuk dapat memenuhi semua kebutuhannya,
baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain (keluarganya). Dalam
memenuhi kebutuharrya, seseorang akan bersaing dengan orang lain schingga
tak jarang terjadi bentrok atau konflik diantara mercka. Lebih jaul lagi konflik
tersebut akan meningkat menjadi konflik fisik, yang lebii parah lagi konflik
tersebut akan mengakibatkan terjadinya permusuhan bahkan terjadi pembunuhan.
Oleh karena itu, untuk mengatur agar tidak terjadi konflik yang mengakibatkan
pembunuhan, maka dibuatlah aturan atau Undang-Undang. Di dalam aturan atau

Undang-Undang tersebut ditetapkan hukuman yang sesuai untuk pelaku tindak

pidana tertentu sebagai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya.

' Chainur Arrasyid, Dasar-dasar Hmu Hukum, Cet. I, (Jakarta: Sinar Gralika, 2001), hlm. 1



Selain itu, aturan atau Undang-Undang tersebut dibuat agar si pelaku merasa jera

dan tidak mengulangi perbuatan tersebut, Orang yang melakukan tindak
pembunuhan tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya. Jika terbukti bahwa
dia melakukan tindak pidana maka secara langsung dia akan dihukum.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori-ientang hukuman. Pertama,
teori absolut atau lzuembalasan.2 Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti
dengan pidana, tidak boleh tidak. Seseorang mendapatkan pidana karena telah
melakukan kejahatan, tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dari penjatuhan
pidana tersebut dimasa depan. Kedua, teori tujuan atau relatif.> Menurut teori ini,
tujuan penghukuman adalah mengamankan masyarakat dengan cara prevensi
umum. Dengan perkataan lain bahwa, tujuan dari penghukuman adalah agar
orang lain atau masyarakat takut untuk melakukan kejahatan yang sama.

Selain itu, menurut Abdoel Djamali ada dua tujuan pidana bagi pelaku
tindak pidana dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu:
|. Untuk menakut-nakuti setiap orang yang jangan sampai melakukan perbuatan

yang tidak baik. |
9. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tidak baik
menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.®

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana ini sebenarmnya
mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat

di samping pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik.

2 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'al Dalam kenteks

Modernita, Cet. li, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), him. 179.

3 .
ibid.
4 Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Cet. 111, (Jakarta: Raja Grafindo Persada

1996), him. 155.




Berkaitan dengan masalah pembunuhan, Allah SWT. telah

mensyari'atkan hukuman gishash’ terhadap pelaku kejahatan (pembun_uhan dan
penganiayaan) yang dianggap sebagai balasan atas rerilaku dirinya “dan
merupakan peringétan bagi orang lain dengan suatu harapan dapat terciptanya
tatanan masyarakat yang bersih dari tindakan-tindakan pidana yang menggangu
Ketertiban umum dan stabilitas kemanan. Dengan adanya peraturan teréebut,
menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hak hidup setiap individu.
Ketika hak hidupnya dirampas, maka orang yang merampas  berkewajiban
bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan menerima hukuman
qishahs atau dengan denda (diyar).’ Hal yang dem:lian, lebih populer dikenal
sebagai hukuman gishash (Pembalasan Yang sama).

Sejak lahir, manusia telah dianugerahi hak-hak yang melekat pada dirinya
yang tidak lain adalah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak
itu antara lain adalah ha-k hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui
sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut
atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.’

Hak-hak di atas merupakan hak pokok yang tenty saja sudah melekat

pada diri setiap manusia. Setiap manusia mempunyai hak yang sama, tidak ada

5 N
Qishash adalah balasan yang serupa kepada pelaku sesya; dengan apa yane telah
dilakukaan, yaitu dibunuh. €40 apa yang
6y - . f . .

Diyar diartikan sebagai hukuman pengganti, yakni hukuman beruna kewajiban membavar
ganti rugi dengan besaran tertentu kepad pihak korban untuk kasus penga,,‘fayaan atﬂm kepada pilfak
keluarga dalam kasus pembunuhan,

" Lihat pasal 4 Undang-undang Hak Asasi Manusia Dan Undang-undang Tentang Unjuk
Rasa,




dishriminasi apapun dan pada siapapun. Akan tetapt bukan berartt manusia dapat
sewenang-wenang dalam menuntut haknya. Karena di samping hak-hak tersebut,
manusia dibatasi dengan kewijiban menghormati  hak orang lain . Manusia juga
ianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan hati nurani yang
memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang
buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan periluku dalam
menjalani hidupnya. Dengan akal budi dan nuraninya ita, maka  manusia
memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatamya. Di
samping  itu, untuk mengimbangi  kebebasan  tersebut, manusia  memiliki
kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilukukannya.®

Kebebasan dan hak dasar itulah yang disebut hak aéﬁsi manusia yang
mesekat pada manusia secara kodrati sebagal anugerah Tuhan Yang Maha Esa
yang tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap terhadap hak-hak tersebut
berarti mengingkari martabat manusia. Qleh karena itu, Negara, pemerintah dan
organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak
asasi manusia pada sctiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti, bahwa hak asasi
manusia harus sclaly menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaran
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.’

Kemudian kalau kita lihat di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-

undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena iy, baik pelanggaran langsung

tidak

¥ Undang-undang Hak Asasi manusia dan Undang-undang tentang Unjuk Rasa, (Bandung:

Citra Umbara, 2000}, him.41,

Y thid



langsung atas hak  asasi manusia dikenakan - sanksi pidana, perdata  atau
.dministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangam.]“
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk
mencliti bagaimana hukum gishash dalam perspektif hak asasi manusia, yang
tertuang dalam skripsi yang berjudul Hukum Qishash dalam Perspektif Undang-

undarig NO. 39 Tahun 1999 Tentang fak Asasi Manusia.

B. Penecgasan Istilah
Agar tidak terjadi perbedaan persepsi. maka akan dijelaskan beberapa
istilah penting, diantaranyit:
. Qishash
Qishash adalah hukuman yang dijatuhkan scbégai pembalasan serupa
dengan perbuatan atau pernbunuhan atau melukai atau merusak anggota
badan atau menghilangkan nmnt’-flutnya berdasarkan ketentuan yang tclah
diatur oleh syara’.! Menurut 'Abdul Qadir 'Audah, gishash adalah: :

PN R A ey S El

Jadi gishash merupakan hukuman balasan yang sesuai dengun apa
yang telah dilakukan olch pelaku dan berkenaan dengan jiwa atau anggota

badan manusia.

W ibid, hlm. 45.

" M. Abdullah Mujieb, Kamus Istilah Figh,, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994),
him. 278.

12:Abdul Qadir Audah, At-Tasyr7’ al-Jina T al-Istami. Juz I, (Beirut. Muassasah, Ar Risalah,
1998), b, 114,




2. Undang-undang
Undang-undang adalah ketentuan -ketentuan atau peraturan-peraturan
negara yang -libuat oleh Pemerintah sebagai badan eksekutif bersama dengan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan eksekutif."” Undang-undang
ini dibuat untuk mengatur kehidupan umat manusia, yaitu manusia Indonesia
seluruhnya, yang dimaksud Undang-Undang di sini adalah Undang-Undang
No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
3. Iak Asasi Manusie
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan kepribadian makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib Idihormati dan dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.'?

Hak Asasi Manasia (HAM) merupakan sesuatu yang sudah ada sejak
manusia dilahirkan dan tidak dapat dirampas oleh siapapun dan dimanapun
berada. Hak Asast Manusia (I{AM) yang dimaksud disini adalah Hak Asasi
Manusia (HAM) yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atag dapat diambil suatu

permezsalahan yang akan dijadikan rumusan masalah Jalam skripsi ini, yaitu
k]

3 - _
Sudarsono, Kamus HHukum, Edisi. [1, (Jakarta: Rineky Cipta, 19 -

] e irn - - )9 R ] LS 2 .

" ‘Lihat UU. NO. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. him 4 p ), him. 527



bagaimana hukum gishash dalam perspektif Undang-Undang No. 39 tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia?

X 'f‘ujuan dan Manfaat

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian iniz, adalah untuk mcngctéhui
hubungan antara hukum gishash dengaan hak asasi manusia (HAM).

Sedangkan manfaatnya, antara lain:

1. Diharapkan akan menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti
khususnya dan para pembaca pada umumnya.

2. Dalam bidang ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai
untuk menilai peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan
khususnya yang berhubungan dengan hukum gishash.

3. Kepgunaan akademik, yaitu menambah hasii penelitian yang telah ada dan
memperkaya [literature-literature (pustaka) khususnya yang berkenaan

dengan hukum.

. Telaah Pustaka

Pembicaraan mengenai gishash dan Hak Asasi Manusia (HAM), dapat
ditemui dalam berbagai macam buku. Rozali Abdullah dan Syamsir dalam
bukunya yang berjudul Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di
Indonesia, bahwa isu-isu mengenai hak asasi manusia dewasa ini bukan lagi
berkisar seputar masalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi
manusia, karena hampir semua negara baik dalam konstitusinya maupun dalam

peraturan perundang-undangan telah diberikan pengakuan dan perlindungan




terhadap hak asasi manusia. Di samping telah adanya beberapa konvensi PBB
tentany hak asasi manusia, masalahnya sekarang tertuju pada isu-isu pengakuun
dan pemajuan hak asesi manusia itu sendiri.'?

Dalizar Putra, dalam bukunya HAM: Hak Asasi Manusia menurut al-
Qur'an, mengatakan bahwa pembunuhan terhadap scorang manusia tidak hanya
mendapat hukuman scrius sckalipun manusia membunuh dirinya sendiri. Hal
tersebut merupakan dosa besar dan Allah SWT. akan memasukkannya ke dalam
neraka, akan tetapi karena menyakiti sedikit saja organ tubuh seorang muslim
mendapat hukuman yang telah diterapkan®

Persoalan hak asasi manusia adalah persoalan universal. Setiap kejadian
yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan di mana pun akan bernilai tidak baik.
Memang ada dibeberapa bagian di bumi ini, perbedaan nuansa dalam
memandang persoalan  hak asasi manusia. Tetapi  bukan berarti kita berusaha
mengesahkan setiap perbuatan kita yang merendahkan martabat kemanusiaan
dengan alasan kita mempunyai kekhasan pandangan terhadp nilai-nilai
kemanusian. '’

[bnu Rusyd dalam kitabnya berjudul Bidayarul Mujtahid Wa Nihayand
Mugtashid, diterjemahkan oleh M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abduliah,
menjelaskan tetang tindakan yang mengharuskan dilakukan adanya ¢ishash yaitu

bila adanya sifit pembunuhan, pembunuh dan korban, Jika ketiganya berkumpul,

* Rozali Abdullah dan Syamsir, Perkembangun HAM dan’ Keberadaan Peradilan HAM d;
Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indah, 2001), hiny. [2.

" Dalizar Putra, HAM: Hak Asusi Manusia Mesrut Al-Qur ‘un, (ukarty: pT. al-usna
Zikra, 1995), him. 48.

7 Bambang Sunggono dan Arics Harianto, Bantuar Hukum dan Hok Asasi Manuyia, Cet, 11,
{Bandung: OV, Mandar Maju, 2001), him. 138,




maka itu mengharuskan gishash. Karena tidak sermua pembunuhan harus di
gishash, juga tidak semua pembunuhan yang terjadi dan tidak pula adar_lya orang
yang dibunuh.'® Qishash itu hanya dilakukan pada pembunuhan tertentu dengan
cara tertentu serta korban tertentu. Demikian ini karena yang dituntut hanyalah
keadilan.

Topo Santoso dalam bukunya Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari’at
dalam Wacan dan Agenda, mengatakan bahwa [slam melindungi hak-hak unutk
hidup, merdeka dan keamanan, ia melarang bunuh diri dan pembunuhan. Dalam
[slam pembunuhan terhadap seorang muslim tanpa alasan yang benar diibaratkan
dengan membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara
kehidupan seorang muslim, maka ia diibaratkan memelihara seluruh kehidupan
seluruh manusia."

Rahman 1. Doi, dalam bukunya yang berjudul Penjelasan Lengkap
Huleum-hukum Allah (Syari'ah), mengatakan bahwa ada lima hal yang
membolehkan seseorang mencabut hak hidup orang lain diantaranya hukum balas
(gishash) bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, dalam perang
(jihad), hukum mati bagi pelaku penghianat, laki-laki atau perempuan jrang
melakukan zina, dan yang terakhir adalah hirabah*® Dalam bukunya yang lain

yang berjudul Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, menulis bahwa perintah

18 M. Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Jilid. 111, ter.
M. A Abdurrahman dan A. Haris Abdultah, (Beirut: Dar al-Jiil, 1989 M/1409 H), him. 504. )

® Topo Santoso, Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari’at dalam Wacun dan Agenda
(Jakarta: Gema [nsani Press), him. 71-72. L ’

2 o Rahman l. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah), (Jakarta: Rineka
Cipta, 1991), him. 299.
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gishash dalam al-Qur'an didasarkan pada prinsip keadilan yang ketat dan
kesamaaan nilai-nilai kehidupan manusia.”’

Dalam jarimah gishash yang bertanggungjawab atau sanks hukum bagi
orang yang membunuh diserahkan kepada manusia, dalam arti bahwa manusia
sebagai subyek hukum diberi wewenang untuk memilih sanksi hukum dari
beberapa alternative yang diaj ukan.?

Sayyid Sabiq, dalam bukunya Figh as-Sunah, menulis bahwa qisf:ash
juga dapat dikenakan pada pembunuhan selain jiwa, yaitu setiap tindakan
melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan,
pelukaan, maupun pcmukulan, sedangkan nyawa atau jiwa dan hidupnya masih
tetap lak terganggu. Asalkan terpenuhi syarat-syarainya, diantaranya adalah
pelaku berakal, sudah mencapai umur baligh, motivasi kejahatan sengaja, dan
hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan orang yang melukai.?”

Syaukat Husain dalam bukunya Hak Asasi Manusia dalam Islam,
mengategorikan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh Isiam menjadi
dua macam. Pertama Hak Asasi Manusia (HAM) dasar yang telah diletakkan

oleh Islam bagi manusia, kedua Hak Asasi manusia (HAM) yang dianugerahkan

oleh Islam kepada kelompok yang berbeda-beda.?*

5 A Rahman 1. Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991),
him. 24.

2 zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam: Pengantar Hmu Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2006), him. 125. '

% Sayyid Sabiq, Figh as-Sunah, terj. H. A, Ali, Jilid. 10.,  (Bandung: al-Ma’arif, 1994)
him, 73. ’ :

% gyaukat Husain, Hak Asasi Manusia dalam Islam, (Jakarta: Gema [nsani Press, 1996)
him. 59. " '
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Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana
Islam, mengatakan bahwa pembunuhan yang disengaja dalam syariat islam
diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan Ihukuman
pokok dan pengganti, sebagian yang lain merupakan hukuman tambahan.
Hukuman pokok pembunuhan sengaja adalah gishash dan kifarat, sedang
hukuman penggantinya adalah diyar dan ta 'zir.** Dalam bukunya yang lain, yang
berjudul - Pengantar dan Asas  Hukum Pidana Islam: Figh Jinayat, dia
mengatakan bahwa ada dua ciri khas jarimah gishash dan diyat, yaitu;
1. Hukumnya sudah terbatas dan tertentu, dalam arti bahwa sudah ditentukan
olch syara’ dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
2. Hukum tersebut merupakan hak perorangan (individu) dalam arti bahwa
korban atau keluarga berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.”
Dalam bukunya Pidana Muati dalam Isiam, Teuku Muhammad Hasbi
ash-Shiddieqi menulis bahwa perbuatan pidana yang dijatuhi hukuman gishash
sebagai hak pribadi manusia, adalah:
1. Pembunuhan yang disengaja.
2. Beberapa tindak pidana terhadap anggota badan.

Syari’at Islam telah menjadikan hukum gishas’ sebagai sanks; pidana

untuk pembunuhan sengaja dan pelukaan-pelukaan anggota tubuh yang

3 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Cet, | (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

him. 148,

* Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana [slum- Figh Jinavas, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2004), hlm. 13-14.



disenpaja. Tegasnya, orang yang membuat kesalahan tersebut, disiksa dengan

siksaan yang seimbang dengan perbuatannya terhadap orang lain yang dianiaya.p

Dari buku-buku yang penulis kemukakan di atas, kiranya masih sangat
sedikit yang membahas secara detail tentang hukum gishash dalam perspektif
Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam satu bab

tersendiri.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian.

Ditinjau dari segi jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian
librory reseach, yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh
dari kepustakaan.”® Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca literarure-
literature yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan.

2. Sumber Data.

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu
sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah sumber data
yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat
pengukuran atau pengambilan data langsung dari subyek sebagai informasi
yang rinci. 2 Data primer yang akan digunakan adalah buku-buku yang

berkaitan dengan pokok pembahasa, diantaranya:

7 Teuku Muhammad Hasbhi ash-Shiddieqi, Pidana Mati datam [slam C
’ , Cet. 1, (Jakarta: PT.
Pustaka Riezki Putra, 1998), him. 17. (Jakarta: PT
2 Abudin Nata, Metodologi Studi Istam, Cet. V1, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), him. 125
¥ Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Himian, (Ban dung: Tarsito 1,982) I.“m 1.63 .
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a. Al-Qur’an dan Hadits.
b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Adapun sumber data sekunder atau data tangan kedua acl‘alah data
yang diperoleh dari pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain,
tiduk langsung diperoleh peneliti dari subyck penelitian®® Di dalam data
sekunder ini, penulis akan mengambil data-data yang berkaitan dengan pokok
pembahasan seperti Kitab Ar-Tasyri' Al-Jindi Al-Islémi, karangannya Abdul
Qadir ‘Audah, kitab Al-Figh Al-Islami Wa Adilatuhu, karangannya Wahbah
Zuhaili, majalah, Koran, e-mail dan lain-lain.
Metode Pengumpulan Data
Karena sifat penelitian ini adalah library reseach, maka meiode
pengumpulan datanya pun menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode

mencari data mengenai data-data atau variabel yang berupa catatan, transkip,

' Tentu saja dalam hal ini penelitl

buku, prasasti, dan sebagainya.3
menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan gishash dan Hak Asasi
Manusia (HAM).

Metode Analisi Data.

Semua data yang telah diperoleh akan disﬁjikan dengan menggunakan

metode content analisys, yaitu tehnik apapun yang digunakan untuk menarik

k11 .
~ 1bid,
I guharsini Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktek, Cet. X1, (Jakarta: Rineka Cipta

tt). him, 236.
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kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik yang dilakukan secara
obyektif dan sistematis.

Metode kajian isi ini digunakan untuk menganalisa data-data yang
bersumber dari data primer dan data sckunder guna memperkuat dan
memberi pemahaman tentang hukum gishash dalam perspektil’ Undang-

Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.>?

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam penulisan dan skripsi dapat tersusun secara

sistematis, maka dalam penulisan skripsi ini akan dijabarkan dalam beberapa bab

dan sub bab.

Pada bab pertama merupakan pendahuluan dari skripsi ini. Antara lain
berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tojuan
dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Sedangkan mengenai bab kedua, berisi tentang hukum gishash secara
umum. Pada bab ini akan berisi tentang; pengertian gishash, dasar hukum
gishash, wjuan gishash dan praktek pelﬂsa_naan qishash.

Selanjutnya pada bab ketiga berisi tentang Undang-undang No. 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari: sistematika, tujuan
perundang-undangan, tujuan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, prinsip

umum tentang hak asasi manusia (HAM).

% Soedjono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penetapan, Cet. VI

(Jakarta: Rincka Cipta, t.t), hlm. 13-14.

¥ Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996)

hlm. 49.
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Kemudian untuk bab keempal berisi tentang gishash: anlara keadilan dan
perikemanusiaan yang antara lain berisi tentang: kebebasan dan keadilan,
hukuman gishash: jaminan keamanan dan kehidupan, hukum g¢ishash: antara
pendidikan dan pencegahan.

Pada bagian akhir dari skripsi ini, yaitu bab kelima tentang penutup yang

berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.




BAB II

HUKUM QISHASH

A. Pengertian Qishash

Menurut Wahbah Zuhaili, gishash dalam arti bahasa adalah j'yu é_ijang
yang artinya menelusuri jejak. I Pengertian di atas digunakan untuk arti
hukuman, karena orang yang berhak atas gishash mengikuti dan menelusuri
jejak tindak pidana dari pelaku. Selain itu, dia juga mengartikan gishash dengan
yang Gl artinya keseimbangan dan kesepadanan? Jadi dapat diambil
kesimpulan bahwa gishash adalah hukuman balas yang sesuai dengan apa yang
telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya.

Sedangkaan menurut istilah, seperti yang dikemukakan oleh Wahbah

Zuhaili bahwa pengertian gishash adalah:

' B R AR ey U S

Hal senada juga diungkapkan oleh ’Abdul Qadir ‘Audah yang mengatakan

bahwa gishash adalah:

3R e s 50

E A I

Kedua tokoh tersebut sama-sama mendefinisikan tentang pengertian

gishash dengan melukai orang yang berbuat jarimah sesuai dengan perbuatannya

yaitu dibunuh.

' Wahbah Zuhaili, Al-Figh Al-Istami Wa Adilawhu, Juz. V1, Cet. 111, (Damaskus. Dar

al-Fikr, 1989), hlm. 261.
* Ibid.

* Ibid. ) .
P Abdul Qadir audah, At-Tasyri' Al-Jingi Al-Isldmi, Juz |, (Beirut, Muassasal. Ar Risilah

1998), him. 114.
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Sedang gishash menurut istitah agama, adalah pembalasan yang écrupa
dengan perbuatan atas pembunuhan atau melukai atau merusakkan anggota badan
alau menghilangkan manfaatnya, sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya.’

Pelaku tindak pidana ini akan menerima pertanggungjawaban atas " apa
yang ia lakukan terhadap anggota badan, baik itu membunuh, melukai atau
merusak bahkan menghilangkan manfaatnya dan akan menerima hukuman yang

sesuai dengan apa yang telah ia lakukan terhadap korbannya.

. Dasar Hukum Qishasl

Menurut Jumhur ulama, dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan

hukuman giskash terdiri dari dua hal, yaitu al-Qur'an dan hadits.

i. Al-Qur'an

Dasar al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar, antara lain:

a. Surat Al Bagarahayat 178-179

Ze L E

RS PR NP IVE Ce PR SRR
, II_,{.‘LL:,I}J GL_aJlduaL.a.gﬂ(.s:-:LDgf;;buﬂ Qg:.'dll:,_T'

}-,, (74 ”,_ 0,5" ”oL "pfa‘f‘;'u ‘:’;-_m =
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e s sn* . .® 0 ™ .
Az (S luA_s A.a.:-_u JUA JJ g‘“‘",l;’i‘r.-“ ;‘33
\,“ J_’LJ o_,..:- u.al..,a.a.“ d Vﬁj QE))‘J‘ t._)| J"(L-; éU';

) EL) }-a:‘-’ s 4’/

S 11.M.K. Bakri, Hukum Pidana Dalam {slam, (Jakarta: Ramadhani L0, hlm. 24,
“ Depag, Al-Qur an dan Terjemah, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm";}-44
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b. Surat Al Maidah, ayat 45

oid . OE ™ L] - - -
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2. Hadits

Salah satu hadits yang dijadikan dasar hukum gishash adalah hadits

yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud.

u_u{ui,t...cup Jm.p\jlu.c— d.;}L;.;};'IL:J:- Kt
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C. Syarat-syarat Qishash
1. Perbuatan Pidana.

Jarimah atau tindak pidana yang dapat dikenai hukuman gishask dan
diyat ada lima macam, yaitu Pembunuhan Sengaja (gatlu al-'Amadi),
Pembunuhan Tidak Sengaja (gatlu al-khata’), (Pembunuhan semi Sengaja
(qatl syibhu al-'amdi), Penganiayaan atau Pencederaan Sengaja dan

Penganiayaan atau Pencederaan Tidak Sengaja.

T thid, him. 167.
¥ Abg ‘lsa puhammad bin ‘fsa Surah, Swran at-Tirmidzi, Juz I, (Kairg: Dar al-Hadits

2005), hlm. 4440,
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a. Pembunuhan Sengaja (gatlu al-‘amdi)

Pembunuhan Sengaja (garlu al- ‘amdi) adalah suatu pembunuhan
dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dengan niat
untuk membunuh korban.” Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan
bahwa pcmbunhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku
pembunuhan tersebut melaksanakan suatu perbuatan dan menghendaki
akibat dari perbuatannya, yaitu kematian, Sedangkan anak digunakan

untuk membunuh adalah alat yang dapat mematikan korban, seperti

senjata api, parang, pisau dan sebagainya.
b. Pembunuhan Tidak Sengaja (gat/u al-khata’)

Pembunuhan Tidak Sengaja (gatiu al-khata’) adalah perbuatan
yang terjadi karena maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya
atau obyeknya.'®  Jadi dalam pembunuhan tidak sengaja atau
pembunuhan karena kesalahan, sama sckali tidak ada unsur kesengajaan

akukan perbuatan yang dilarang dan tindak pidana pzmbunuhan

untuk mel

terjadi karena kurang kehati-hatian atau karena kelalaian pelaku

Pembunuhan Semi Sengaja (gat! Syibhu al-‘amdi)

Pembunuhan Semi Sengaja (gat! Syibhu al-‘amdi) adalah seﬁgaja

dalam melakukan perbuatan yang dilarang dengan alat yang pada

Jazimnya tidak mematikan, namun kenyataannya korban mati
ati

karenanya.!! Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa

perbuatan memang sengaj dilakukan tetapi tidak ada niat dari pelak
u

e

< Audah, AT- Tasyri’, him. 7.
10 wahbah Zuhaili, A-Figh him. 223.

W Audah, AT-Tasyri’, him. 94.
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untuk membunuh korban karena pelaku dalam melakukan perbuataannya
ternyata menggunakan alat-alat yang pada umumnya tidak mematikan,
seperti tongkat, ranting, kerikil dan sebagainya.
d. Penganiayaan atau Pencederaan Sengaja
Penganiayaan Sengaja adalah kesengajaan dari pelaku jaﬁmah
melakukan perbuatan menganiaya anggota badan si korban atau memberi
dampak pada keselamatannya.'” Jadi dalam hal ini, perbuatan memang

sengaja dilakukan tetapi tidak sampai meninggal, seperti memukul

memotong atau melukai anggota badan.

e. Penganiayaan atau Pencederaan Tidak Sengaja

Penganiayaan Tidak Sengaja adalah penganiayaan anggota badan

13

secara tidak sengaja dan tidak sampai meninggal dunia.

2. Syarat-syarat Pelaku (pembunuh).

Para fuqaha sepakat bahwa pembunuh yang dikenai hukuman gishash
disyaratkan bahwa ia harus berakal sehat, dewasa, menghendaki kematian
(korbannya), melangsungkan sendiri pembunuhannya tanpa ditemani orang

lain."
Hal senada juga diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili vang
mengungkapkan bahwa ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku

man gishash dapat dilaksanakan, keempat syarat tersebut ant
ara

agar huku
lain; 15

- —
12 g5 1. him. 208.

13 fhid., him. 221 i

14 ; oy .
[bnu Rusyd, Bidayatu wjtahid Wa Nihayatul Mugtasyid, terj

" (Semarang: CV. asy-Syifa’, 1990), him. id ter). M.A. Abdurabinan dan

A. Haris Abdullah, Cet. ]
15 wahbah Zubaili, A1-Figh, Bim. 265.
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4. Pelaku adalah orang yang mukallaf, yaitu orang yang sudah baligh dan

berakal, sehingga anak yang masih kecil atau masih di bawah umur tidak

dapat dikenai hukuman gishash.
b. Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja. Bahwa niat awal diri

pelaku memang untuk menghilangkan nyawa korban atau pcmbunuh,

maka diwajibkan untuk gishash.

Pelaku (pembunuh) harus orang yang mempunyal kebebasan, apabila
pelaku dalam melakukan tindak pidananya dalam keadaan terpaksa atau

di bawah tekanan dari orang lain, maka hukuman gishash juga tidak dapat

dilaksanakan.

Dengan standarisasi syarat-syarat di atas maka ketika salah satu

syarat-syarat di atas tidak terpenuhi maka secara tidak langsung hukuman

gishash gugur dengan sendirnya. Orang atau pengadilan tidak begitu saja

menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan gishash tanpa

- diselidiki sebab-sebabnya.

Syarat-syarat untuk korban (orang yang dibunuh)

Sama halnya dengan pelaku, korban pun ada beberapa syarat yang

harus dipenuhi agar hukuman gishash ini dapat dilaksanakan.

Adapun syarat-syarat bagi korban atau orang yang dibunuh adalah
sebagai berikut: 16

4 Korban adalah orang yang mishum addan. Artinya bahwa ia atau korban

adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam, sehingga

apabila korban telah hilang jaminan keselamatan, karena murtad, pezina

o A Wahdi Muslich, Hukum Pidana Istam, Cel. |, Jakana: Sinar Grafika, 2005), him. 153.
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muhshan, atau memberontak, maka pelaku tidak dapat dikenai hukuman

gishash.

Syariat I[slam menerangkan bahwa, ada dua cara untuk dapat
memperoleh jaminan keselamatan, yaitu dengan masuk Islam dan dengan

aman (perjanjian keamanan). Apabila orang telah menyatakan masuk

Islam (iman), maka ia tidak boleh diganggu. Ia tidak boleh dibunuh atau

dianiaya, dicuri hartanya, atau diganggu hak-hak lainnya. Orang yang

bertempat tinggal di negara [slam pun tidak boieh diganggu, meskipun ia

kafir, ia tidak dipaksa untuk masuk Islam. Sehingga apabila mereka

dibunuh, maka pelaku harus dikenakan gishash.

K orban bukan bagian dari pelaku. Bahwa korban bukan salah satu bagian

dari pelakuy, bukan anggota keluarga, misal ayah atau ibu, kakek atau

nenek, lidak dapat dikenakan gishash. Pendapat ini dikemukakan oleh

jumhur ulama.
mbang. Dapat diartikan dengan Islam dan merdeka.

Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama selain Hanafiyah.

Hanafiyah berpendapat bahwa tidak perlu mensyaratkan seimbang tetapi
cukup dengan sifat kemanusiaan saja. Dasar yang digunakan adalah

surat al-Bagarah ayat 178 dan surat al-Maidah ayat 45 yang

mengangegap bahwa ayat dari surat-surat di atas masih umum tentang

gishash yang tidak membedakan antara jiwa yang satu dengan jiwa
yang lain.
Dengan demikian, menurut Hanafiyah seorang muslim bisa digishash

unuh kafir dzimmi atau mu'akad karena mereka itu setingkat




Demikian  pula j
orang merdeka juga
sama-sama meneri iami
erima, dijamin
keselamatanya schingga ia menyamai orang merdeka
Tetapi dalam kitab
nya, Ibnu Rusyd 1
nengatakan bahw enai
a mengenai
syarat-syaral yang mengharusk '
an qishash berkenac
aan dengan ora
ng yang
dibunuh, maka k
; orban tersebut harus
sepadan dengan ji
jiwa orang yang
dibun /¢ ? ¢ f )
uhnya. Adapun faktor-faktor yang membedakannya adalah kelslan
aman,

kaal‘iran kcnlcrdek b I dk
§ adn, keho matan kCICl' 1 W 1 aa
E lall k(‘.‘ Elnlt
] I'l, scrta Orallg

dengan satu orang atau orang banyak.'’
Syarat yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd ini agak sedikit berbed
rbeda
dibanding yang lain. Teta I i i
! pi meskipun begitu syarat ini
ini pada hakekatn
c ya
sama dengan yang lain Dia menyamaka
: n bahwa pada das: H
asarnya jiwa
seseorang 1tu samd saja. Yang membedakan hanya kualitas kelsl
alitas kelslaman,

apakah dia orang kafir atau Islam, merdeka atau hamba, laki-laki
» -laki atau

wanita, sehingga pelaku akan tetap dikenai hukuman gishash

Menurut Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Hanafiyah, bah
, bahwa

syarat untuk perbuatan yang dikenai gishash adalah perbuatan itu |
1arus

perbuatan langsung (mubasyarah), apabila perbuatan itu tidak lang
¢ gsung

maka hukumannya adalah diyar."® Pendapat ini tidak semata-mata diteri
-mata diterima

oleh semua ulama dan fuqaha ada juga yang berpendapat berbeda. M
>da. Menurut

ulama Hanafiyah, selain pembunuhan langsun
1 Hana ¢, pembunuhan tidak :
idak langsu
asung

juga dapat dikenai gishash. "

. hlm. 534.
him. 273.

"7 Ibnu Rusyd, Bidayarul.
18 Wwahbah Zuhaili, Al-Figh,

Y bid.




4, Syarat untuk wali (keluarga) korban

Menurut pendapat ulama Hanafiyah yang dikutip oleh = Wahbah

Zuhaili mensyaratkan bahwa wali dari korban yang memiliki hak gishasa
harus jelas diketahui. Apabila wali korban tidak diketahui maka hukuman

gishash tidak bisa dilaksanakan. Akan tctapi ulama-ulama lain tidak

.20
mensyaratkan hal inl.

D. Pelaksanaan Hulkuntan Qishasl

1. Mustahik (orang yang berhak) atas gishash

Ada beberapa pendapat dari ulama tentang mustahik atau orang yang

herhak atas hukuman q.".s'hush. Secara. umum orang yang memiliki hak

gishash atau yang melaksanakan gishash  disebut waliyyuddam. Akan tetapi
menurut  jumhur ulama atau mayoritas ulama yang terdiri dart  Hanafiyah,
anabillah dan sebagian Syafi’iyah, Dbuhwa ;;/;1111_1 berhak  melsksanakan
gishash atau pemilik yishush adaluh sctiap ahli waris baik dzawif furudh atau

ashabah.

Berbeda dengan jumhur ulama, Malikiyah berpendapat bahwa yang

herhak atas gishash adalah ashabah yang laki-laki saja.2! Selain itu, menurut
Malikiyah wanita juga diperbolehkan sebagai pemilik gishash, asaikan
memenuhi beberapa. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: 2

4. Wanila tersebut adalah ahli waris dari korban, seperti anak perempuan,
atau saudard pcrcmpuan. Selain itu juga bibi, baik itu saudara perempuan
dari ayah atatl ibu, dan semacaminya tidak termasuk dalam kelompok ini.

W g, M 27
20 audah, A-Tas¥ [r'm. 140

2 ppid. him. 140-141
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b. Tidak ada ahli waris ashabah yang menyamai tingkatannya dalam
kedudukannya sebagai ahli waris, seperti paman beserta anak pérempuan
atau dengan saudara perempuan. Dengan demikian, apabila ada ahli waris

yang kedudukannya setingkat dengan ahli waris perempuan, seperti anak

laki-laki denpan anak percmpuan atau saudara laki-laki dengan saudara

perempuan, anak perempuan atau saudara perempuan tersebut tidak

berhak memiliki hak gishash.

¢. Terdapat ahli waris laki-laki yang sama dengan ahli warls perempuan

yang menariknya menjadi ashabah

Sclain berbeda pendapat teatang siapa mustahik atas qishash, para

ulama juga berbeda pendapat tentang sifat kepemilikan dan hak gishash

apabila kondisi ahli warisnya lebih dari satu atau banyak. Menurut Imam
Malik dan Imam Abu Hanifah, hak gishash merupakan hak yang sempurna
dan mandiri bagi setiép ahli waris. Karena hal ini merupakan hak ahli waris
scjak awal dengan meninggalnya korban. Tujuan gishash dalam pembunuhan
adalah untuk mengobati rasa duka, sedangkan orang yang sudah mati tidak
bisa diobati. Dengan demikian apabila pcmilikn.ya banyak, semua ahli Qaris
memiliki hak penuh, seolah-olah tidak ada ahli waris yang lain.?

Menurut Syafi’iyah, Hanabilah, Imam Muhammad bin Hasan, dan
Imam Abu Yusuf, bahwa hak gishash merupakan hak bersama dari semua
ahli waris. Hal ini karena hak gishash itu pada asalnya merupakan hak dari si
korban. Dengan meninggalnya korban, ia tidak bisa melaksanakan sendiri
chingga hak itu harus digantikan oleh ahli waris yang memiliki

atas haknya, S

-

B g/ him. 141
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hak itu secara bersama-sama, scperti halnya mereka memiliki harta warisan

24
sccara bersama-sama.

Menurut pendapat yang pertama bahwa wali gishash ini merupakan
hak sctiap orang (individu) yang menjadi ko:ilan, sehingga ketika orang
tersebut sudah meninggal atau telah menjadi korban, maka hak tersebut telah

hilang tetapi hak tersebut dapat diwariskan oleh yang berhak mewarisi.

Karena orang yang sudah mati tidak dapat melaksanakan haknya sendiri

untuk membalaskan tindakan dari pelaku tindak pidana.

Sedangkan menurut pendapat yang kedua bahwa hak gishash ini sama
haknya seperti hak bersama dalam harta waris. Sehingga ketika ada orang

yang menjadi korban, maka secara otomatis saudaranya yang lain sama

mempunyai hak yang sama atas gishash. Namun ketika korban tidak

mempunyai ahli waris selain saudara seagama (sesama muslim), para fuqaha
sepakat bahwa masal-ah ini diserahkan kepada pemerintah (Sulthan). Apabila
pemerintah memandang bahwa masalah hukuman g¢ishash ini lebih tepat,
pelaku (pembuuh) dijatuhi hukuman gishash. Tetapi apabila pemerintah
memandang bahwa pemaafan dengan kompensasi harta lebih maslahat,
pelaku akan dimaafkan dan ia wajib untuk membayar diyat,

2. Kekuasaan U untuk Melaksanakan Hukuman Qishash

Allah sWT berfirman dalam al-Qur’an surat al-Isra’ ayat 33.

20y JEIT G ,n S el s a3 ki 3 Gl JB s

FON O .

‘_)j«.aﬁoug

-

M him. 142
15 fm\’)\,fardl Muslich. Hatkum., him. 157.
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qI.Y HAAY S d Je 5‘ [ ewa,

sehat.’® Namun
. muncul
perbedaan pendapat ketika mustahik itu bel
elum

dewasa at T
asa atau masih di bawah umur dan hilang ingatannya at
atau gila
Me i '
aurut sebagian Ulama Hanaliyah, bahwa apabila anak i
ak itu belum

dew i :
asa atau hilang ingatannya (gila), maka pelaksa "
1aan hukum gishash

di ampai
itunda sampai anak tersebut sudah dewasa atau sembuh d
ari gilanya.

Sebagian yang lain be
rpendapat bahwa
pelaksanaan hukum
an gqishash

dilaksanakan oleh hakim (gadhi) yang mewakili mustahik terseb
Malikiyah pelaksanaan hukuman gishash tidak pt;,rlu menunggu a: o
dewasa atau sembuh dari gilanya, dua wali atau washiy diberi Tlt(er.sebm
untuk melaksanakan gishash atau mengambil diyat kamilah ;Udsaan
Syafi’iyah dan Hanabilah, pelaksanaan hukuman gishash harus ‘m enurut
anak tersebut sampar dewasa atau sembub dari gilanya. Alasan enunggu
karena tujuan gishash adalah untuk mengobati rasa duka dJ:I aj:tl:::
menghilangkanny? tidak bisa dilimpahkannya kepada orang lain, baik it

’ u

hakim atau wali.?’
jadi, ada tiga pendapat dari tiga kelom
’ pok ulama tentan
g waktu

pelaksanaan gishash ketika dihadapkan
pada mustahikn
va. Pertama
sanaan gisash barus menung ’
pelaksanaan gishash diserahkan kepada hakim (gad?
gadhi)

elak gu mustahik tersebut dewasa dan sembuh
embu

dari gilanya. Kedua,

dari mustahik. Ketiga pelaksanaa ,
' n qishash tidak

perlu

sebagal wali
ik dewasa atau sudah sembuh dari gilanya. Selain itu, w
. itu, wali

menunggy musta

-
57.
Tasyri

% ppid, htm. |

27 aydah, Af- < him. 143.
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mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan gishash atau mengambil diyat

kamilah.

Apabila mustahik gishash itu banyak dan semuanya sudah dewasa

berakal sehat dan hadir di tempat, masing-masing ahli waris memiliki

kekuasaan untuk melaksanakan gishash. Dengan demikian, apabila salah

seorang dari mereka melaksanakannya, gishash itu mencukupi untuk semua

ahli waris. Akan tetapi, apabila mustahik gishash itu terdiri atas orang dewasa
Jun anak di bawah umur atau diantara mereka ada yang gila atau sedang

sih diperselisihkan. Ada yang mengatakan gishash

bepergian maka ini ma

dilaksanakan oleh yang dewasa, tetapi ada pula yang mengatakan harus

nak tersebut dewasa ataul sembuh dari gila atau kembali

tetap

menunggu sampai a

: .2
dari bepergian. 8

Teknik Pelaksanaan Hukuman Qishash

Berbicara mengenai teknik pelaksanaan atau tata cara gishash, ada

kesepakatan di kalangan para Fuqaha.

Menurut Hana.ﬁyah dan
pada jiwa harus dilaksanakan dengan menggunakan

pendapat yang shahih dart kelompok

Hanabilah, q:’shash

i tindak pidana pembunuhannya dilakukan dengan pedang

pedang, bai
maupun dengan alat yaﬂg lainnya! dan bagaimanapun caranya atau bentuk
perbuatannya.

Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, orang yang melakukan

o harus digishash (balas) dengan alat yang sama yang digunakan

pembunuhl
pan dan cara yang digunakannya. Apabila ia membunuh

& membunuh KOT
membakar korban

untu
maka ia digishash dengan cara dibakar

dengan card

4. Figh, bim-279-

28 \wahbah Zuhali,




Namun apabil: i korban i 2
a wali korban mengubah pikir
gubah pikirannya dengan n j
1eng-gishash

menggunakan pedang, hal itu dibolehkan.”

Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah SWT. dalam surat
. b

An-Nah] ayat. 120.
30 12 - B, e
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Pendapat ini sesuai dengan apa yang dimaksud dengan gishash

sehingga dalam membalas perbuatan pelaku sesuai dengan apa yang telah
dilakukan terhadap si korban, apapun bentuknya dan cara yang dilakukan

Oleh karena itu, menurut pendapat ini, dalam teknik pelaksanaan gishask
cllcle Y Yii

tidak boleh diganti dengan cara yang lain.
Pendapat Hanafiyah dan sebagian Hanabilah yang mecenyatakan

dKill

tentang penggunaan pedang scbagai alat pelaksanaan gishash, tampaknya
L} L3 ' C

lebih manusiawi dibandingkan dengan pendapat Malikiyah dan Syafi’iyah

Hal ini karena pendapat Malikiyah dan Syafi’iyah tersebut terkesan adanya

penyiksaan terhadap terhukum.
Penggunaan pedang sebagai alat pelaksanaan hukuman gishash yang
Hanafiyah tersebut didasarkan atas asumsi bahwa pedang
o

dikemukakan
yang dianggap paling cepat mematikan sehingga terhukum

merupakan alat
sumsi tersebut dapat dikemukakan apabila

lidak merasa disiksa. Dari a
lerdapat alat yang menurut dugaan dianggap lebih cepat mematikan dapat

{ alat untuk melaksanakan thmh

pula digunakan sebaga

_____/
Im. 151

7+ Audah, Al- Tasyri’ I
 Depag, A-QUr ‘an dan Terjemah ...

W hid.. hlm. 154

hal. 421.
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E. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman Qishash

Ada empat hal yang dapat menyebabkan hukuman gishash ini gugur

antara lain:

l.

Hilangnya Objek Qishash.
Objek gishash dalam tindak pembunuhan adalah jiwa (nyawa) pelaku

(pembunuh). Apabila objek gishash tidak ada, karena pelaku meninggal dunia

dengan sendirinya hukuman gishash menjadi gugur.
Hanya saja yang menjadi persoalan adalah, apakah sctelah pelaku

meninggal dunia, apakah ia masih dibebani kewajiban membayar diyat atau

- tidak?

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, apabila gishash gugur karena
pelaku meninggal dunia, ia tidak diwajibkan untuk membayar diyas alasannya
odalah karena gishash merupakan wajib ‘ain. Apabila pelaku meninggal

wajiban tersebut menjadi gugur dan wali (keluarga) korban tidak

dunia, ke
berhak uniuk mengambil diyat kecuali dengan persetujuan pelaku.*

Menurut Hanabilah, apabila gishash gugur Karena meninggalnya
masih berhak memilih diyat. Hal ini karena yang dibebankan

pelaku, wali

pembunuhan sengaja adalah salah satu dari dua perkara, yaitu gishash

kuarena
atau diyat. Apabila wali atau keluarga korban memilih mengambil d}yaf
ut wajib dibayar wal

pat Madzab Syafi’i, walaupun pendapat yang rajih

aupun pelaku tidak menyetujuinya.>

diyat terseb

Menurut penda
mengakui q;'shash sebagai wajib «ain, sebagaimana pendapat Hana ﬁyah. da
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Malikiyah, namun Syafi’iyah berpendapat bahwa diyar merupakan pengganti
gishash apabila gishash tersebut gugur karena pengampunan atau scbab lain
seperti meninggalnya  pelaku. Dengan demikian, koroan atau keluarganya

tetap berhak untuk mengambil dipar tanpa menunggu persetujuan pelaku

(pcrnbur1ul1).3'1
Dari ketiga pendapat di atas, Madzab Syafi'i scpakat dengan apa yang
diungkapkan oleh Hanafiyah, karena pada dasarnya hukuman gishash

merupakan hukuman wajib ‘ain. Dengan meninggalnya pelaku, maka secara

otomatis kewajiban untuk membayar diyat pun menjadi gugur. Tetapi

madzhab Syafi'l tetap memberikan pendapatnya vahwa diyat tetap menjadi

hak korban walaupun pelaku belurn memberikan persetujuannya.

!\J

Pengampunan
Menurut Hanafiyab dan Maliiyah, jika orang yang berhak (mustahik)
hanya seorang diri dan 12 memberikan pengampunan, maka pengampunan itu
hukumannya sah dan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, pelaku

bebas dari hukumarn qishash. Apabila wali korban menuntut kompensasi

dengan diyat, ia wajib membayar diyat atas persetujuannya. Sedangkan

' Syaﬁ’i)’ah dan Hanabilah, kompensasi diyat dapat dibayarkan

menury
meskipun tanpa persetujuannya.
punan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan gishash

Pengam
pakatan para fuqana. Dasar yang digunalém

|-Baqarah ayat. 178:

adalah al-Qur’an Surat @

-
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Dalam surat al-Maidah ayat 45 tentang pelak:anaan disebutka

™ : I
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Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat dilakukan

secara lisan maupun secara tertulis. R i
. Redaksinya bisa d
engan lafadz

memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberik ‘d
N 1Y Lan an

scbagainya.
Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah sebagaimana yan
g

dikutip oleh Abdul Qadir ‘Audah, pengampunan diartikan sebagai
pembebasan dari gishash, dan tidak otomatis mengakibatkan adanya
hukuman diyat. Menurut mereka untuk tampilnya diyat menggantikan
gishash, bukan dengan pengampunan melainkan harus dengan perdamaian

(nS‘hUZh).
De ga[l demikjan: Pellggalltiall hUI;unla" de"gaﬂ a{y‘“ tidak bisa d
n 1

ccara sepihak melainkan harus dengan persetuyjuan kedua belah

tetapkan s
pihak, yaitu pihak wali (keluarga) korban dan pihak pelaku (pembunuh).
Namun menurut Syafiiyah dan Hanabilah, pengampunan itu disamping
rkan hukuman qis

an dival sebagal hukuman pengganti dan wali korban

menggugy hash juga secara olomatis mengakibatkan

tampilnya hukum

milih gishash atau diyal tanpa menunggu persetujuan pelaku

berhak me

(psz-n'lbunuh).z’7

dan Terjemah, him. 43.

3 Depag, Al-Qurant

6 44
1bid him. 167.
37« Audah, .-H-Ta.s'yn", nim. 158.
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Meskipun Imam Malik dan Imam Abu Hanifah memberil ]
<an alasan

h'dh\‘\f"l |lkc1 ac . I) d B an
s 'da huku[nan diy(” SCb'l l' £ 1
tg(l )nggaﬂtl bl]k
n dLll"" "'11’
o i(. an

eng: slainkan dengs ;
pengampunan melainkan dengan perdamaian, tetapi menurut
persetujuan

pelaku karena selain telah menggu
gurkan hukuman gis# i
shash juga di
Juga daryait

sebagai pengganti hukuman gishash.
Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, apabila mustahik qishash i
/s 1ta

hanya seorang diri dan ia memberikan
: c pengampunan itu hukum
? nya sah dan
menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian pelaku bebas dsari huk
1ukuman

korban menuntut kompensasi dengan diyat, ia

gishash. Apabila wali

membayar diyat atas PCrSCIUJua:1nya.38 Jadi, apabila wali korban memberik
:mberikan
gishash maupun diyat, pengampunan (ersebut

pengampunan baik dari

(pembunuh) bebas dari gishash dan diyat kedua

hukumnya sah dan pelaku

duanya merupakan hak Adami (individu).

Menurut pcm.-iapat Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa penguasa masih
berwenang menjatubkan hukuman fa zir. Karena didalam hukuman gishash
terdapat dua hak, yaitu hak Allah (masyarakat) dan hak manusia (individu).
Menurut Malikiyah, hukuman /d zir yang harus dijatuhkan adalah penjara

jilid (dera) sebanyak seratus kali. Akan tetapi menurut

[shak

satu tahun dan

dan Abu Tsaur, pelaku tidak perlu dikenai

Syafi’iyah, {{anabilab,

.39
hukuman fa z7

i :
3 A Wardi

5 o im. 30
39 Ibnu RllS)’ds ufh‘f, hli
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3. Shulh (Perdamaian)

. “w f’ L : .
Menurut bahasa, :/fulh berarti i Sl alad, yang artinya memutus-

kan perselisihan. Jika pe.sucrtian di atas dikaitkan dengan hukuman gishash

maka shulh diartikan perianjian atau perdamaian antara pihak wali dengan

pihak pembunuh untuk .rembebaskan hukuman gishash dengan imbalan.

Shulh diadakan dengan 1juan agar si pelaku terbebas dari hukuman qi.:'u‘hash
dengan syarat bahwa tci.ih ada perjanjian diantara dua belah pihak, yaitu

antara wali korban dan pviilku dengan disertai imbalan.

para ulama eiah sepakat  tentang diperbolehkannya shulh
(perdamaian) dalam gisash sehingga dengan demikian gishash menjadi
gugur. Shulh (perdamaia:n dalam gishash ini boleh dengan meminta imbalan
yang lebih besar dari paca diyat, sama dengan diyat atau bahkan lebih kecil ,:
daripada diyat. Juga bolci dengan cara tunai atau hutang (angsuran) dengan |
au selain |nis diyat dengan syarat disetujui (diterima oleh

jenis diyat at

pclaku.’1I
nnya shulh atas gishash dengan imbalan yang

Alasan dibolehks

ah maksinul dyat adalah
rjadinya riba. Adapun shulh atas diyar tidak

melebihi jurn karena gishash itu bukan harta,
ak dikhawati1 zuit 1€
boleh lebih besar dari diy< ( karend apabila demikian termasuk riba.

schingga tid

yii) ini statusnya sama dengan pemaafan, baik dalam 3
k

Shulh (perdamas
culam pengaruh atau akibat hukumannya, yaitu

pemilikannya, maupun

. perbedaannya dengan pengampunan ad:

urkan ¢! Jash. e s E

dengan menggus |
A, Wardi Muslict Hukum, - 163.

H 1bid.
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pengampunan itu pembebasan gishash tanpa imbalan sedangkan shulh adalah

pembebasan dengan imbalan.

Diwariskannya Hak Qishash

Hukuman gishash dapat gugur apabila wali korban menjadi pewaris

hak gishash. Contohnva, seperti orang yang divonis gishash, kemudian
pemilik gishash meninggal, dan pembunuh diwarisi hak gishash tersebut

baik keseluruhan atau sebagian, atau gishash itu diwarisi oleh orang ya.ﬁg

tidak mempunyai hak givhash dari pembunuh, yaitu anaknya.

Sebagai contoh dari penjabaran di atas, dapat dikemukakan penjelﬁsan

sebagai berikut:

. Contoh pembunub scbugai pembunuh ahli waris gishash.

Qeorang anak membunuh bapaknya, dan ia (anak) mempunyai

udian saudara tersebut - yang memilki hak gishash -

saudara. Kem
gal dan ia lidak mempunyai ahli waris selain saudaranya yang

mening

membunuh tadi. Dal
atas hak gishash dari saudaranya. Dengan deniikien, hukuman gishash

gur, karend tidak mungkin seseorang melaksanakan gishash

|

I

|

|

1

|

m kondisi ini, pembunuh tersebut menjadi ahli waris |E
|

l

menjadi g |
iy |

terhadap dirmy2 sendirl. |
warisi gishash orang yang tidak menggishash pembunuh, !

b. Contoh yang me®
Salgh seorans dari kedua orang tua, misalnya ayah, membunuh ‘

g tua yang lainnya. misalnya ibu, dan mereha mempunyai anak, baik
hal ini, gishash menjadi gugur

oran

laki-laki maup!

sebug

i percmpuan. Dalam

ai pemilik hak gishash tidak bisa menggishash %

karena anak,




BAB III
UNDANG-UNDANG No. 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Sistematika

Membuat rancangin Undang-Undang merupakan pekerjaan yang sulit.
kan merasakan kesulitan itu, sedang

Mereka yang bekerja dalam bidang itu a
mereka yang menggunakan datau dikenakan Undang-Undang itu menderita pula,

apabila suatu Undang-Undang karena k

; .
kurang dapat dimengerti oleh mercka.
Oleh karena itu, dalam setiap penyusunan suatu undang-undang atau

peraturan apapun pasti akan diolah agar

tidak terdapat kesalahan ataupun

kekeliruan dalam penyusunanny sehingga di dalam undang-undang terbagi
dalam tiga bagian yaitu penaimaan (intitule), pembukaan, dan batang tubuh. Di
dalam batang tubuh ini biasanyad akan terdapat bab-bab, bagian-bagian, paragraf-

ay zils

isan Undang- -Undang No. 39 Tahun 1999

. terdir dari 11 bab. Jumlah keseluruhan pasal

Tentang Hak

ada 106 pasal,

Bab I beris
ang ;\5:‘15

Bab 11 berisi €

bab ini terdapat 7 p‘lb‘

uran Perundangan Jdi Indonesia, (Jakarta: Erlangga

te s, T.K
1983), him. 125.

37

urang sempurna sehingga membuatnya

e
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Bab 111 tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia y
ang

terdiri dari 10 bagian, diantaranya:
- Bagian I tentang Hak Untuk Hidup yang terdiri dari 1 pasal

Bagian II tentang Hak Berkeluaraga dan Melanjutkan Keturunan yang terdiri
Ir1

dari 1 pasal.
- Bagian Il tentang Mengembangkan Diri yang terdiri dari 6 pasal.
h Keadilan yang terdiri dari 3 pasal.

- Bagian [V tentang Hak Memperole

Bagian V tentang Hak Atas Kebebasan Pribadi yang terdiri dari 8 pasal.
- Bagian VI tentang Hak Atas Rasa Aman yang terdiri dari 8 pasal.
- Bagian VII tentang Hak Alas Kesejahteraan yang terdiri dari 4 pasal.
Bagian VIII tentang Turut serta Dalam Pemerintah yang terdiri dari 4 pasal.
- Bagian IX berisi tentang [ak Wanita yang terdiri dari 4 pasal.
- Bagian X berisi tentang [luk Anak yang terdiri dari 15 pasal.
Bab IV berisi tentang Kewajiban dasar Manusia yang terdiri dari 4 pasal.
g Kewajiban dan Tanggung jawab Pemerintah yang

Bab V berisi tental

terdiri dari 2 pasal:
pebasan dan Larangan yang terdiri dari 2 pasal.

Rab VI berisi tentané Pem
Bab VII berisi tentané Komisi Nagional H

ak Asasi Manusia yang terdiri

dari 25 pasal.
Jrtisipasi Masyarakat yang terdiri dari 4 pasal.

Bab VI berisi tentang P
ang Pengadilan Hak Asasi Manusia yeng terdiri dari 1

Bab IX berisi tent

pasal.

entuan Peralihan yang terdiri dari 1 pasal.




Bab XI berisi tentang K etentuan Penutup yang terdiri dari 1 pasal

Di dalam bab I tentang Ketentuan Umum, dijelaskan tentang pengertian

]'lak . . .- " . . - - - - * - »
asasi  manusia, Lewajiban dasar manusia, diskriminasi, penyiksaan
¢l
pelanggaran hak asasi manusia, anak dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

(KOMNAS HAM).
g Asas Dasar, khususnya dalam pasal 4, disebutkam

Pada bab [I tentan
ja. Antara lain hak untuk hidup yang

a hak dasar manus

tentang beberap
amental bagi setiap manusi

yang paling fund a dan merupakan hak

merupakan hak
k dapat dikurangi dal

am keadaan apapun dan oleh

ssasi manusia yang tida

siapapun.’
pada bab 1l ini merupakan bab isi dalam undang-undang ini. Dimana
dalam bab ini berisi u-raian tentong macam-macam Fak asasi manusia sehingga
yang menjelaskan tentang macam hak

ini terdiri dari peberapa bagian

dalam bab

. ) 4
asasi manusta tersebut.
ar Manusia, antara lain dikatakan

b IV tentan Kewajiban Das

corang menimbulkan kewajiban dan

Dalam ba

hak asasi
nghonnati h

‘ anusia S5
bahwa setiap w
n secara timbal balik serta

tanggungjawab untuk me

ak asasi orang lai

melindungi, menegakkan dan

menjadi tugas pcmcrintah

memajukannnya-s T N
siban dan anggung jawa Pemarintah
laflg Gwajl ]
pada bab Vv ten .
ot waiio & bertanggungjawab menghormat,
bahwa pcm(.

disebutkan
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melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam

Undang-Undang  ini, peraturan perundang—undangan lain, dan hukum

ang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik

internasional tent

Indonesia.®
Pada bab VI tentang Pembatasan dan Larangan, disebutkan bahwa yang
ak dan kebebasan hanya Undang-Undang ini, yaitu Undang-

tang Hak Asasi Manusia. Sedang berkaitan

berhak membatasi h

Undang No. 39 Tahun 1999 Ten

tujukan pada semua lapisan masyarakat baik

dengan pelaranganny?d di

1
olongan apapus-

pemerintah, parpol, &
Nasional Hak Asasi Manu

sia (KOMNAS HAM),

RBab VII tentang Komisi
ADIART, tata cara

g tuyjuan, asas, susunan pengurus,

antara lain berisi tentad

pemilihan dan Jain-lain.”
aik itu kelompok, organisasi

pasi Masyarakat, b

Bab VIII tentahs Partisi
artisipasi dalam penegakan HAM. Dan

itik perhak berP

aran HAM. Selain
n informasi mengenai hak asasi |

masyarakal, organisasi pol
bentuk pelanse itu juga berhak melakukan
e

pcnycbarluasa

berhak melaporkan

penelitian, pendidikan dan

manusia.’ o
ilan Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa

pada bab X 1€ .
n dibawa ke pengadilan Hak Asasi

. gibentuk dalam kurun

anggaran H
um. pengadilan in
l:

ilan UM

apabila terjadi pel

Manusia dibawah pengad

-

® 1bid.

? tbid.. him. 26-
8 tbid., him. 26-37

> 1bid. him. 37-38 L_
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waktu 4 tahun. Selain itu, sebelum dibentuknya pengadilar ini, maka kasus-kasus
: ¥ S |

|

l

pelanggaran 1AM diadili oleh pengadilan yang berwenang. '
Pada bab X tentang Ketentuan Peralihan, disebutkan bahwa segala

ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalan peraturan perundang-
aku sepanjang tidak diatur dalam undang-undang

undangan lain akan tetap berl

AS HAM, bahwa dalam waktu 2 tahun sejak berlakunya ,
!

ini. Mengenai KOMN

baik itu susunan, gotaan, tugas dan wewenang serta tata

keang

undang-undang ini, |
AM harus Jisesuaikan dengan undang-undang ini."’ I‘
|

tertib KOMNAS H
b XI tentang K etentuan Penutup, disebutkan bahwa Undang-

Pada ba
undangkan. Cara pengundangannya dengan cara

Undang ini berlaku semenjak di
Negara Republik Indonesia."

di tempatkan dalam Jembaran

B. Tujuan Pvruudzmg-Undnngilll

ungkapan realitas
4litas masyarakat ketika ia menjadi

Undang-Undang merupakan

produk situasi-situasi, 1

memperjelas keadaal,

dari kehendak pemerintah ketika scorang

hubungan.
bcrsuﬂlber

0|3ktif-dengan maksud untuk merubah keadaan

Undang-Undang
du atau K

penguasa-secara ind1V

e

0 1bid,, him- 38-39-

" pid, him. 39-
12y, him. 40-
i
|
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II]db&d]‘rLl\z]t ol ja] t - - L’l tl d
> lTl(.n '. al U .h

l\'clik‘l
H l‘)C!’lUi y 3
uan d mi kenu a
nva.

Pada asal mulanya s¢
mua Undang-Undang adalah bersifat k
at kemanusia
an.

Semua
penyusu undan
u n Undang-Undang bermaksud dalam membuat undan
ntuk kebahagi u—
agiaan masyarakat. Suatu Undang-Undang yang tidak g
; idak menandask
an

t p

ma
ksud yang luhur ini,
tingan masyarakat ]
uar atau karena si
a si pembua
t

men
puasai wawasan perihal kepen
Und:
ang-Un
dang semata- -mala 1 nemennngkaﬂ kepentingan peng
uasa. Wala
pun

anamkan bahwa undang-undang yang diaturn
ya

hal
itu disembunyikan serta dit
aan umat belaka

semats

ata-mata untuk kebahagi

h Soerjono Soekanto bahwa und
ang-

diungkapall ole

Hal senada jug?
uk mencapai kesejahteraan spiritual d
an

Ay sarand unt

un
dang merupakan suat
melalui  pelestarian  ataupu
n

materi; )
eriil  bagl masyarakat

peémbaharuan (inovasi).15
wa setiap Undang-Undang yan
g

au pasti kental dengan kepentingan

un tidak terle
gslahatan masyarakat d

rtibaﬂ masyarakat.

ibuatnya undang-

"
ibuat oleh pengudsd
pas pahwa tujuan di

kepenti
pentingan politik- Meskip
t - e an untuk kepentingan

u
ndang adalah un
untuk kete

mas ;
yarakat itu scndiri serta

ar Kritis Syari'ah terj. Luthfi Thomafi, Cet. [

(Yog

PT P

[Jdka

.

1
Muhammad Said 4
sh- Sh!dd'cq"

yakani LKiS, 2004),, him- 210 bl
el d H b
ngku Muham ma |4a-|43
g Mempe!

usi

aka Rizqi Putra, 2 [)' rkior yarn

> Soerjono Soukal e ‘J :/ plm. 8-
pers ada | 993), I

Ma:
PT. Raja Grafind®

;garu}n' Penegakkan Hukum, Cel. Il
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99 Tentang Hak Asasi Manusia l

C. Tui
Tujuan UU No. 39 tahun 19

tiap tata aturan perundang-undangan yang dibuat
' !

Sudah barang tentu s€

an tujuan yang ingin dica
tidak mempunyai maksud dan tujuan yang
I

mempunyai i
punyai maksud d pai. Akan menjadi hal yang sia-

sia ketika Undang-Undang dibuat
jelas. Sama halnya dengan UU ini, ada peberapa tujuan yang ingin dicapai ketika 1
o |

an tersebut antara lain adalah:
1 N

. UU ini diundangkan. Tuu
genal Hak Asasi Manusia-

. Untuk mengatur men
adalah hak untuk hidup | i :
i

. Manusia yané diatur dalam UU ini

kan paks2 dan/ata

grunan, hak mengembangkan diri, hak !
1.
1!

Hak Asas
k tidak dihilang

u tidak dihilangkan nyawa, hak :
!

dan hak untu

pjutkan ket
ebebasatl pribadi, hak atas rasa aman, hak

merintah, hak wanita, hak anak

berkeluarga atad mela
hak atas k

erta dalam pP¢
ain mengatur Hak As

memperoleh keadilan,

hak turut 3
asi Manusia, I

atas kesejahteradm

cebebasan D
2 tugas dan tang

dan hak atas
gung jawab pemerintah

diatur pula gewajibal dasar STt
.16
, i usla. e
dalam penegaka? hak 853" man : ]
.. Nasional Hak Asasi Manusi i
. _ ntukan Komist Nasion anusia '
2. Schagat pedoman Pemb(‘m It
(KOMNAS HAM) '
_al Hak Asast Manusid (KOMNAS HAM) adalah
Komis! Nasiond

ang cedudukan®? etingkat dengan 1embaga NEsam
lembaga mandiri yang . 5
ykajian enelitian, .
lainnya yang berfun . manusia 7 ;
asas! Il .
p (auan das mediﬂsi entat® k
ernantau
\_’/’ Hak Asasi Manusia, him 44-45
o o No. 39 rahun 19 I"F ;maﬂgm ausia, him- 6. ik
17 S{j"ﬁ IEIS;:;I :;-Jalil]un |’999 Tb’l'ltﬂﬂg 1 1k
Q. Ik
i
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yarakat
uan dan/atau gugatan atas |

3. Untuk Mengatur Partisipasi Mas

Partisipasi masyarakat ini berupa pengad

pelanggaran hak asasi manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan |
engan hak asasi manusia kK ..

san informasi mengenai hak asasi 'l
. | ||

kebijakan yang berkaitan d epada KOMNAS HAM, N
penclitian, pendidikan, dan penyebarlua

manusia. '®

g Hak Asasi Manusia (HAM)

D. Prinsip-prinsip Umum tentan

|. Hak Untuk Hidup

|
| Hak hidup adalah salah

satu dari hak-hak alami institusional yang 11

gjuan gosial atau semacamnya- Dia adalah kamnia 'i':'

ada setiap manusia.

tidak memerlukan persel
g Maha Tingsi kep

yang dikaruniakan Allah Ya?
: n hidupkan seseorang dan melenyapkan E
Sescorang tidak kuasa untuk mens I.E?
Allah SWT. 19 Mengenai hak hidup, dalam i

(anpa kehcndak
g berbunyi sebagai berikut:* i
i

hidupnya
alam pas?l 9 yan

hidup, mempertahankan hidup dan

. perhak
1) Setia orang  jupan. o
(D menigg atkan wﬁi lﬁ;llk xﬁidup tentram, aman, damai, sejahtera,

tia Ofang- ber .
(2) SetiaP °° iin. ok 88 jingkungan Yans baik dan sehat.

|ahir dan ber

sap OF
€) Seuap pakan salah satu hak

paik juga merd

Manusic tidak akan rcla apabila

kalah penting:
as oleh orang lain- Perampasan hak ini |
E

manusia
ingkungan tempat tinggalnya.

lingkungan temp cemd il

Af-Qur'a Cet. !, (Jakarta: PT. Al-

bisa melalu cara

18 +
Ihid. hlm. 45 . Hak
H 19 pelizar Putrd: HAM:
usna Zikra, 1995) hi- 4% 8.
e qang-Undang T

A
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")- 1dK Ry I
2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Tidak mungkin manusia akan dapat melanjutkan keturunan t
d anpda

anusia akan membutuhkan manusia lain, yait
» 1T

bantuan orang lain. M

ot meneruskan keturunan. Orang lain tidak mempunyai

perempuan untuk dap
orang lain untuk perkeluarga dengan siapapun, asalkan sudah

menyebutkan gebagai be

ntuk suatu keluarga dan melanjutkan

hak melarang
rikut:?'

suka sama suka. pasal 10,

(1) Setiap orans perhak membe

keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) perkawinan Yanb sah hany? dapat berlangsung atas kehendak
bebas calon quami atau calon istr1 yang bersangkutan, sesuai
dengan peraturan pcrundang-undangan.

Hak Mengembangkan Diri
g, baik llu untuk

L2

2 yang jngin maju dan perkemban
aupun kapasitasn
butuhkan schingga dalam

meningkatkan taraf a m ya scbagdi diri pribadi,
k bc‘rkcmbang
. mendapat perl

pengembangan diri 1M
i hak mengembangkan diri ini,

sangat di

an untuk tujuan yang

kebebasan  untt
jndungan. Asalk

positif dan dem! bang
terdapat dalam pasal 11-16. P »

bagi pengembangan

berikut:*
L ak per!iqdung <kan diri
Setiap orang x mempe I pcndldlkaﬂ,. mf:ncerd skan dirinyz, dan
pr ibadiny@ umkualllas hidupny? agar men}ad} manusia yang beriman,
meningkat®® ogun JaWab, perakhlak mulia, bahagid dan sejahtera
a, .
ber;icil\f;cng 253  manusi?
.y

» ibid
2 ypid, bl

n 9.
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Oleh k '
eh karena itu, dalam mengembangkan dirinya manusia tidak ak
1da an

lepas  dari i
1 komunikasi antarmanusia K
. arena tanpa komuni
) unikasi
rjalan dengan baik. Seperti yang

pengembangan dirinya pun tidak akan be

terdapat dalam pasal 14, sebagai berikut:”

(1) Setiap orang perhak untuk berkomunikasi
ipfo;-masi yang diperhikan untuk mengema;;nggn me-mpe-.mkh
Jingkungan sosialnya. pribadi dan

(2) Setiap orans perhak untik mencari, memperoleh, memiliki
menyimpan, mengolah dan menyampaikan infOrma,si cdm'.hk”
menggunakan segala jenis sarand yang tersedia. engan

¢ digunakan yntuk mencari, memperoleh dan

Sarana komunikasi dapa
tanpa ada paksaan atau halangaﬁ dari siapapun

paikan informasi
unyai hak untuk memperjuangkan hak

menyam
juga niemp

Selain itu, setiap orang
aupun bersama-sama. Dan

ik secara pribadi m

gkan diri,
pekerjaan sosial. Hak ini akan

ntuk melakukan
an untuk tuivan kem

pasal 16 undang-undang ini,

untuk mengemban

juga setiap orans perhak U
ajuan masyarakat,

alas
pasal 15 dan

dilindungi oleh negara dengan

bangsa dan negard- geperti dalam

L
yang berbunyi sebagal berikul
pasal 15
an hak pengembangkan dirirya,

mcmpﬂjuang, )
Lektif, untuk kepentingas masyarakat

Getiap Orans berha
baik secard ribadt maupuft ko
bangsa 9 negara:

pasal 16

ckerjaan sosial dan kebijakan

ntuk melakukan P

orang erha_l;:si ek i ter_masuk menyelenggarakan

' anl gjaran sertd menghim
e tuan peraturan

pun dana untuk maksud

pcrundang-undangan.
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4 Hak
[Hak Memperoleh Keadilan
gan hak memperoleh keadilan, di dalam und
. ang-

Berkenaan deng
¢ dalam pasal 17-19. Keadilan merupakan suatu hal yan
g

undang ini terdapad
anusia. Keadilan akan selalu dituntut

akan olch setiap m

sangal didamba-damb
gi, tanpa memandang ras, ag

yang (idak dilindun
bih pernting adalah

ama, suku

ketika ada hak
ra. Yang le keadilan ketika terjadi
Judian sampai di

asal 17, menyebutkan

bangsa dan neg
bawa ke pengadilan. Di sinilah

yang muncul ken

persoalan
dapat ditelaah. P

tolak ukur dari keadilan it
Setiap orang tanpa a disks kriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan
dengan menga ajukan ermohonath; pengaduan, dan gugatan, baik )
dalam perk pidand perdata; maupun administrasi serta diadili
melalui proses peradiiar yang bebas dan (idak memihak, sesuai
dengan hukum 2 acara menjami? pemeriksaan yang obyektif oleh
dil untuk memperoleh putusan yang adil dan

hakim yang jujur

benar.
; “praduga tak bersalah”

dikenal adanya asas
at persaalah

terdakwa ketika didepan

g hukunl
ketika belum terbukti.

Dalam pidan
hwa © (jdak dap
n dan dljﬂdlkaﬂ

yang diartikan b
Selain itu, tidak dibenarkan

t dijzll'l.ll]i pukum

Orang baru dap?
: bcrsalah
pengadilan telah _]6135-_]61215 ter
a ada pukti yans kuat. Apabila
. Mens dili tanp
apabila menangkaP pahkan !
denga? benaf trssz,k a jugd mempunyal hak untuk
telah ditangkaP eng J
hukum™ sertd harus ada dasar undang-undangaya.
memperoleh jaminan | -
ntut untuk kedud Kali dalam perkara yang sama.
Bahkan tidak poleh ment -.km'zﬁ
. asal | -1 ,sebagal perikul:
puny? pas

Sesuai dengal

‘\\M‘\_//

S Ibid.

2% pid him. 107! |
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pasal 18

ditahan, dituntut karena .disangka
berhak dianggap tidak bersalah
ara sah dalam suatu Sidang,
untuk  keperluan
rundang-

(1) Setiap orang yang ditangkap:
melakukan sesuatt tindak pidana
sampai dibuktikan kesalahannya S€C

dan diberikan jaminan hukum

[etentuan peraturan pe

pen gadilan
a, sesuai dengan

pembelaanny
undangan.

(2) Sctiap Orans (idak bolch Jituntut untuk dihukum atau dijatuhi
pidana, kecuall berdasarkan peraturan perundang-undangan .
scbelum (indak pidand ity dilakukan

(3) Setiap ada perbﬂilﬁll dalam peratdr pcrundang—undangan, maka
berlaku ketent an yang paling M° r:tangkan bag! tersangka.

diperiksa perhak mendapatk bantuan hukum
pengadilan yang

yang diper ;
di ampai adany? putusan

(4) Setiap orané
sejak saat pcnyldlkan s
i kekuatan hukum tetap-
alam perkara yang

telah mempunyd!

(5) Setiap orang t1dax apat untus
sama atas sY tu p cbuatan Yo memperoleh putusan pengadilan
yang perkekuatal hukum tetap-

»ighatan apapull diancam dengan
rinda S elang aran atau € 1 g
(1) hf Ll;lli;:n:l?flli;lcipﬂ ;;egram asan seluruh harta Kkekayaan milik yang
bersalal: ' ilan dipidana penjare
i | tas putusan pengd ilan § p penjara atau
(2 Tidak Seorangpun a o
! kurungal erdasarka}} a ﬂal o it akmampuan untuk
i suatt gewajibds dalam P’ i

mement?
Hak Atas K ebebasal pribad!
td'aﬂikal bebas d i segal tekanan dan paksaan dari
K ebebasal dap?
: : an dimaksud
0 | nusia 12! Tents SY? kebebasa? ¥ & bulan
rang lain atau M .
i yan dimaksu‘j di sint perkaitan dengan hak untuk
bebas s 4 hati- Bebas
s sesuka b " kcpcrca)’aa“’ peribadah, mengeluarkan
meme Al 1eng
emeluk agamé, ol pebas U uk memeluk agama dan
seuap
x kumpY ;
pendapat dan borLUI P n Jan ds tekanan dari rang Jain.
- paksd
. . adﬂn}'“ :
kepercayaan tanp? Jlah s8¢ entuk pelanggardlt hak asasl
an S
meruP
an ekan

Pemaksaan d




manusia.lak atas ke

Undang ini. Pasal 22-24, menyebu

(1) Setiap
untuk beribada

agamanya m

bebasan pribadi terdapat

(2) Negara menjam
: »o-masing dan untu

49

dalam pasal 20-27 Undang-

tkan sebagai berikut:”’

pasal 22

eluk agamanyd masing-masing dan

orang bebas mem
amanya dan kepercayaannya itu,

tmenunlt ag
. kemerdekaad setiap O

i rang memeluk
K beribadat menurut agama

dan kepercayaannya itu
pasal 23
(3) Setjup orang pebas U tuk memilib dan mempunyai ke)"dkinm;'
politikny@ ‘ ‘
(4) Setlap mempl]nyal's mcngeluarkan, dan
menyebar dapat sesuai hat! puraninya, secara lisan
dan tulis lut edia cet maupun Flektromk dengan
nemperna [gi-nilai agama, kesusilaan, Ketertiban,
pasal 24

(6) Setiap
mendirika® .
pemcrinf . dan

Perllnfiung

(5) SetiaP orang ¢ ak berku™
maksud damal-
atay

H pol ti.k'r
uk bcrperaﬂ

pul, perapat, dan berserikat untuk
masyarakat berhak
masyarakat atau
serta dalam jalannya
negara sejalan dengan

an pemajuan hak asasi

kelompok
1embagd swadaya

Karena manusia

apat dan mcngcluarkan ide dan

mengeluarkan pendapatnya.

ari setiap orang tanpa

hak ¢
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kecualt ayrek
i, pengekangan rerhadap kebebasarl berpendapat ini aakan dian
cam
dCI 3 « .
wgan UU ini dan termasuk dalam pelanggaran HAM, walaupun masih
asi

dalam taraf pelanggaran ringan.

ndonesia, setia
i satu empat ke &

p wargd ncgara Indonesia dijamin

Bagi bangsa [
kewarganegaraannyd. perpidah dar mpat lainnya seria
Republik [ndonesia sesuai dengan

25 dan 26, menye

h negard

keluar masuk dari wilaya
butkan sebagai

peraturan pcrundang-undangaﬂ- pasal

berikut:
pasal 25

endapat dimuka umum

aikan P
ketentuan peraturan

menyamp
dengan

g perhak uf g
ntuk mogok gesual

mengganti, atau

orang
an SIAtYs Kewargancear :
rih status keWargancgaraannya dan
yang bersumber

e mperta]'l m
bcb‘aS menikmati hak-hak
gANI1 serta wajib

Aman , .
an oleh setiap manusia. Dengan rasa
gala aktifitasnya fanpa merasa

an salah satu hak yang

o manusid
5 am
pat dalam

aman mak

rang jain. Terda

takut atau [ hawalil _
qpﬂlagl di

. te
tidak apat diganggu gue?

\—///

%
Ibid, him. 13.
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pasal 28-35 . ook
28-35 undang-undang ini. Pasal 30 undang-undang ini secara jelas

menve .
yebutkan scbagal bcril{ul:w
an tentram Serta perlindungan

aman d
tau tidak berbuta sesuatu.

Setiap orang berha
terhadap ancaman ket

a dalam dirinya tidak ada rasa

Orang tidak dapat herkomm
1as merupakan tanda bahwa rasa aman tidak ada. Hak
gan perkataan

aman, R:
an. Rasa takut dan cen
taima.nusm Den

Fisa avan Tid |
aman ini juga berkaitan
ada rasa aman dan nyamar.

| komunikas!
anusia akan perinteraksi

laj

N bahwa dalam ha

Seh;i " etika m
ehmg‘—lﬁ rasa amari menjadl gangat pentlﬂg k

sz punyi pasal 12, sebagal berlkut
rat termasuk

men
hubungan gurat
Kemerdekaan dan rahasal jui saran elektronik tidak boleh diganggu:

‘1asi alt ¢ :
tubunbdn komunikd la‘Eﬁﬂ‘ jal ekuasaan |ain yang 5a0 cesuai dengan
ecuali atas perintd 1
an.

peraturan per -undan ;,—undang

deng
gan manusia yang 1ain- geperti 4l

.42. Kes€) iahtraan erta

1. 13
-Hak Atas Kesejahteraan
4 tidak lepas dengan

Hak atas Kesejaht
ng tinggi maka

dang, P

Kaitar
ditarnya dengan 8"
. Oleh karena

dirampas
aran ter hadap hak

41 38 den ngan jelas menyebutkan

Sebapai .
hdgdl bcnkul:”

2 bid., him- 14.
W pid.

3 bid., him: 16-
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(1) Setiap war :

pa negara gesuai dengan bakat, ke

- ken|1ampuan, berhak atas kehidupan yang layalé_ cakapan dan
) Scuap orang perhak dengan bebas memilih pekerjaan yan
rta berhak pula atas yyarat-syarat ketcnagal.;eiiamg1

ang melakukan pekrjaan

yang adil.
ik pria dan wanita ¥
berhak atas upah serta

(3) Setiap orang:
. getard, SErupd

yang sama,
syarat-syarat perjanian yang samé-
(4) Setiap orang, baik pria atav \wanita, dalam melakukan pekerjaan
yang sepadar dengan martabat kemanusiaannya perhak atas
upah yang adil sesual dengan prestasinyd dalam menjamin
ehidupan keluargany2-

inasl terhadap pria atau wanita untuk

T'ak ada perbedaart
i yang sama. Wanita sudah

setaran gender yang

mendapat pekerjaan dan M
g ada ke

ap lebih 8 i
g sama

u mempunyai hak yan

i serta hak untuk

tidak mau diangs

p bahwa wani
an hak ekonom

mengangga
pokok bagi kelangsungan

pria. Selain it
akan hak

dengan
karenad mé
i 'kut:32

berkumpul juga di]induﬂgi

hidup setiap manusia- pas
pasal 37
.o dan tidak boleh

gerikat pekcrja
| " ok - ) .
Setiap orant bgll:akmenjadi arlggg"tanya sesuail dz::é;r;du;egrlam(iz
dihambat % ' s

. kan kepcntmg

mempet) uang
Perundan —undangan.

\_////

32 rpid him. 16-17-
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Pasal 41

nan sosial yang dibutuhkan

ak atas jami
k perkembangan kehidupan

(1) Scliap wargd negara berh
untuk kehidupan yang layak sertd untu

pribadinya gecara utull- .
t, orang yang perusia lanjut, wanita hamil

(2) Setiap penyandang cacat,

dan anak-anak, berhak mernperoleh, emudahan dan perlakuan
khusus.
pasal 42

: arg ng berusid Janjut, cacat 'ﬁsik dan atau cacat
Setiap WO negz;r; y lgch P . ndidikan, pelatihan, dan
m e N njamin kehidupan yang
eningkatkan rasa

mental ber ’ o
as D18 a .
bantuan khl{-“:f atan y bat kemaﬂusmalm)(a,. m !
. eng Formampuan perpartisipast dalam kehidupan

layak sesud!
percayd dirt. e
bermasyarakat perbangsd Jan bernes
8. Hak Turut Serta Dala™ Pemerintah
. orang berhak untuk turut serta
- i pahw? setiap ©F
Sudah menjad! hakny?s
i tuk memilib dan dipilih
seeara aktif datan qualu PE merintahaﬂ yaitu, hak untd pili
ara akll alam . |
S K ﬂgﬁjUk prgtes atd GVﬂluaSl terhadap pemenntah
serta berhak untuk ™ | |
k ah dal emerintahan tersebut tidak lagl membela
arena disi ; W
ena disinyalil b Sesuﬂi 4engan pasal 43 dan 44, scbagal
. . eng .
rakyat atau rerjadi PEP eleW
pasal 43

K dipilib m(.’:milih datam
a berhilk unt? gan hak melalul pemungutan
r dan adil sesual

berikut:>

. . negdF samadtt L
(1) Setiaf warg? be;dasafkﬂ“ p%as, ghasia, JWY
pcmilihaﬂ umung’ umu y danga™
ang 1 ngs undang'un k turut serta dalatd pemerintahan
w wakil yang dipilihnya,

guara ¥ er
rﬂtum'ﬂ P bel‘hak erantﬂfa
an P g Jitentukast dalam peraturan

3 1bid., him. 17
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pasal 44

un bersama-sama berhak mengajukan

au usulan kepada pemerintah
ng bersih, clektif, dan
suai dengan peraturan

baik gendiri maup
ohonan, pengaduan dan at
pc]aksanaan pcmcrimahan ya
lisan maupun tulisan s¢

Sctiap orang
pendapat, perm
dalam rangka
clisien baik dengan
pcrundang-undﬂngﬂn-

Hak Wanita
orn saat ini, discluruh belahan dunia, wanita atau
a tidak mau

Di era mod
zamar. Mereka jug

perempuan tidak mat
dibedakan dengan Jaki-laki schingg? dalam setiap [evel atal tingkatan dalam
empunyai hak yang > caum laki-laki.

hak

sasl manusi

yang cukup

ita harus M
endapat porsi

undang ini, wanita m

masyarakat, wan
Schingga dalam undang-
; 4. Pasal 45, menyebutkan

edalam hak &

signifikan dan (ermasu
de s . 1 t-'”
engan jelas sebag?! perikut
ang ini adalah hak asas! manusia.
Hak wanita dalan .
ataupun dalam pcmermtahan
m pemilihan anggota

Sebagal contols
pendidikan dan pekerjaan,

nempliﬂ)’ﬂi

dan I & . .

negara, wanita !
pemimpin

legislatif
anita adalah hak untuk

wanita juga
ya. Pasal

ang digelutin

=S

i, him. 18
fhised,. i 197 9.
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Pasal 46
Sistem ~mili : .
_ pemilihan umum, ke artaian, emilihan
legislatif dan sist 113( d'bP “ aﬂggo;a Padan
h , dan si em pengang atan dibidang eksekutif, yudikatif,
]flr us menjamin keterW ilan kaum wanita sesuai persyaratan yang’
ditentukan.
pasal 47
Seorang ~ wanit? yang _met kah dengdl seorang  Pria
berkewarganegar asing tidak secard otomatis r?englkuti status
kewargancgaraan inya, tetap m unyal h‘dk- untuk
mempe rahankafh, e gganti, mcmperoleh kembali status
kewarganegaraannyﬂ-
pasal 48
. o1.an dan pengajaran disem
- , . empero endidikan pengal ua
Wanita perhak urllul,‘ rlrlllr pI;]didikaﬂ sesual dengan persyaratan yang

jenis, jenjang
telah ditentukar:

(1) Wanita perhak unt!

undangﬂﬂ-
ntuk 2

jabatan,
erundang

Ketika wanita
secara otomatis dia

sendiri tanpa 4%
hatiny?

Kehidupd? rum

saja sesukad

Dalam

e‘but te la-h
X ntuk melakukan ti

dan )8

ipilih, diangkat dalam pekerjaan,
persyaratan dan peraturan

khusus dalam
hal-hal yang

ndakan hukum
walinyd: Ja dapat perbuat apa

at Jikenai beban hukum.

rnikahan sampal
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s, wanita mempunya hak dan tanggungjawab yang

perkawinannya itu putd
g harta. Pasal

sama seperti suaminya, baik itu masalah anak maupun tentan

50-31 dengan tegas menycbutkan sebagal berikut::‘6
pasal 50

ikah berhak untuk

atau telah men
tentukan lain oleh

telah de
endirt, Kecuali di

Wanila yang was
melakukan perbuatal fukum S

hakim.
(1) Seorng i sel legtan perkawingn mempunyai hak
o tangEung jawa y gamid dengan ® ;umnya atas semua hal
yang b erkenaan ngan Kehidupa! per nan, hubungan dengan

2k atas pengelo) harta bersae

pang wanitd mempun

(2) Sctelah putusnya P e
ang > ak-anaknya, den

(3) Setelah pY a0
a ders a persamd
an

banyak dibandingk?” deng®”

merupakan £€0¢
e . nenefy®
enjad! gene’

agar dapat m
[uarg?
terse

yang paling yaitu K€
Tanpa adanyd ana®
keturunanny@-

\//

36 )
Ibid., him. 19.
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Oleh karena |
en .. :
a itu, sedinl mungkin anaK memperoleh perlindungar d
1 an
ya tanpa kecuali. Sehingga nantinya

k-hak yang dimilikin
rena tidak mungkin negara

Jaminan atas ha
Scslili‘cl S L M -
kepemimpsnan tidak akan terputus. Ka
akan dipi
ipimpi _ Y i
pimpin oleh satu generasl saja. Generasl peneruslah yang nantinya

ita-cita dan peri yanagna bangs®

merupakan cikal bakal bagi

ak:
an mencruskan €

negard,
tu negara

Dalam lingkup

ke
clangsungan hidup negara.

au ada and

dibayangk

but Jahi

tidak ada anak at

banys:
anpsa. Maka dapat
sudah mem

d' . a Lol
alam kandungan jbunya sampal anak terse
pukum

melakuka? tind
rikul:3

me
enycbutkan sebagai b€
' pasal 52
orang tuanya, keluarga,

kehe
hancurannya. Anak

SUdE}.h dupal
7

(1) Setiap anakd part
asyarakat 427 nego? ; manvs’
akasaslf’“ ;
adalah 220 gjindo"® oieh 1K

a
taupun mental,

k/

37
ibid, him. 20-
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dianta
ranya h ’

ak untuk mendapal perawalar, pendidikan, pelatihan dan
gung oleh negara- Selain itu, anak juga

bant

u- ]

an. Semua biaya akan ditang
a dan kepercayaannya, serta

mvai h
punyai hak untuk peribadat menurut 2§
k mcngetahui siapa orang tua yang

yang lebi )
cbih penung adalah hak unty
n]clﬂhirk.
an dan membcsa.rkarlnya- pasal 54-56, dengan jelas menyebutkan
sebuga berikut:™" _
pasal 54
Setiap anak yang &4 ¢ fisik mental berh mempﬂ?leh
perawatan, P ndidikan pelat! bantut 'khusu atas biayd
negara, unt cnjamin kehid annya sesual deng martabat
kemanusiaan; menin atkan 185 orcaya dih dan kemampua?
bel‘parlisipasi am iehiduP bcrmasyarak t, b pangsa dan
bernegara.
pasal 55
ot b badat gam (fikir, dan
seuap anak b ak wo ’ ntelek titas d usi yadi pawah
bereksprest sesuai 47 n t‘"gkatl.'
bimbingan OF tua d au W&
pasel 56
etahtl siap orang {uanyd,
. Lk M sondl
(1) Seuap an ber'haj.jhléleh orang fuany? sendir an "
dibesarka dan dia® dak mampY membes mtzmel ar
(2) Dalam b orang B2 da osuai 40 dang-unda8 0
anakny? genga® paik Jiasob Atau giangkat baga! ak oleh
ma_ka arn itu bolehden an keten era an erll-“daﬂg-
orang 137 sest
undang
o Juni2 {ni, a mempunyal h untuk
tah 1ahif k . )
getelah 87 i gidiks Jirawd sampat anak tersebut
dibes Y indure” .
arkan, dipellhafﬂ, uny 4i oral a dlkarenakan orang
utf tldﬂk merﬂp

dew:
ewnsa, Ketika

i3
Ibid, him. 70-21-
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tuany;
anya telah meningg: '
meninggal atad karena scbab-scbab lainnyd, maka anak tersebut
nmem .
puny: il '
val hak untuk mendapatkan wali atas putusan pengadilan. Wali atau
\-" bll (B4 " - i . .
h juga mempunyal mnggungluwab sepert orang tua asli. Pasal 57-58,

menyebutk _ ey
yebutkan dengan jelas sebagal bcrlkul:”

pasal 57
at, dididik,
juanya atau

arkan dipelihard, diraw
raturan

ak berhak dibesarkath
dan dibimbil hidupannyd oleh orang

: Jewast sesual dengan ketentuan Pe
(0 OTang tua angkal atau wall
i tua telah

apabﬂa or
yang sah tidak dapat

(1) Scli:lp an
diarahkan,
walinyd sampal
pcrundun g-und

(2) Sctiap anak berhak ul
berdasarkan putus engadil®!
meninggal ynia atav carefd o
menjalankan ewaijiba" ya scbag?

(3) Orang tud angkat & u W sebagalm . rangtuﬂ%'
harus menjai can k wajiban™ 2

(1) Setiap an
pentuk ke crasan
han gekst

ang "
1k dari orang 3
i it ©

bagi kehidupan anad

\H_/

1
Ibicl, him. 21
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(] Setis
) ::—::;p tz:nak berhak untuk tidak
ada a?as;nnznlangan i kehe"dak
pemisahan ran aturan huke 2 yans sah yans ment
o) P ersebut adalah.deml kepentinga™
ilam hak sebagaiman? dimaksu
tetap bertemt Jangsung dan b
dengan orang (uanya tetaP ij

g kcbutuhan manusia

Pendidikan meman
Tcrhu :

k

i bahwa scjak masih unak-ﬂnﬂk pun ™
and, i

apatkan pendidika? dan pengajaran. gelain 1t anak-anak Jug? dibert

hak
unt
uk bergaul atat bermain deng

dl’-'l'l 3:
gan bakat, minat d

intelek ual:
ektualitasnya. Diatur dalam
|

YEln ¥ .
g berbunyi sebagai perikul: !

(1) Setiap anak
ka perg®

dalam rang a
bakat dan kece dasan- ne At enerlmf's
(2) Setiap anak berhakanf’:?ngkat ; ntelektUﬂIl ddaxé 3111151 e
i ' . den ! ai 9 -
kesusil ke atut
asalé
ul gan yang
: atuk ben‘stlrahﬂt, b‘:ﬁa sesual Jenga? minal,
Setiap anak b rhak Y . Jan perkr® gisimy?
seba berekSPfeS'" jemi pcngemba“g‘m
b o , ecefdas ¥ : trmasuk
akat dan 018 t et ng pagi ™ usia t€
sand
K eschatan merUP an hal 4 " satt ak bag! an Anak
hatd* ne UI?"“I'“‘Il &
sC 1é

angk ..
k-unak schings?

~_

40 ]
hid
41 ”’fd,.' him. 22.
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d'b * - . . .
ibanding sistem lain. Di sint, pencegahan dikenal sebagai justifikasi utama

untuk pengl‘u.lkumarl.23

Pencegahan umum atau ko
berikan pelajaran kepada orang lain untuk tidak melakukan

lektif (gencral prevention), diartikan sebagat

pemidanaan bisa mem

tan serupa. Contohnya orang yang berzina
at diharapkan tidak melakukan perzinaan. Sedangkan ‘

Kei
ejaha harus didera di muka umum

sehingga orang yang melih
an khusus (special prevention), diartiakan sebagai sesecrang yang
)

pencegah
melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak
mengulangi kejahatannya lagi. palam aspek ini terkandung nilai freatmeni.

Sebab tercegahnya orang dari perbuatan jahat bisa melalui penderitaan akibat di |

kesadaran pribadi selama menjalani hukuman.?*

pidana atau timbul dari
Sedangkan menurut Andi Hamzah, pencegahan diartikan sebagai '
mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun ozang '

menjera atau
potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan
pidana yang dijatubken ke |

gulangi perbuatannya dengan |

Jain yang
pada terdakwa.”’ Fungsi
f

kejahatan dengan melihat
ah agar pelaku tidak men

ahan di sini adal
rima nantl.

penceg
at betapa berat huk
Undang-Undang N
ik hukum juga pada dasarm
mengatur kehidupan mdn

idak secara jelas

uman yang akan dite
o 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi |

melih
ya mempunyai fungsi

Scdangkaﬂ

Manusia sebagal salah satu prodt
ngan yu yan usia dan

an di dalam mas

g lain yaitu untuk

yang sama de
yarakat. Walaupun t

agar terciptanyd ketentrah
186.
2 ; T S hin. 56
2 Topo Santose: ¥ B4 o, Hukum, I 55-56. ' _
24 \. [chsan d y "dra:’ iuﬁm m Pidand, cet. 1L, (Jakarta: pT. Rineka Cipid: 1994},
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Andl Ham *

him. 29.
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tertuang dalam saru bab, pasal atau ayat terendiri. Dalam UU ini hanya mengatur
batasan dan jarangan. Pembatasan dan larangan ini kaitannya dengan

tentang pem
isi dari UU ini dengan UU lain, yaitu tentang Hak dan Kebebasan Dasar
Manusia. Terdapat dalam bab VI, pasal 73-74 yang berbunyi sebagai berikut:*’

Pasal 73

ndang-undang inihanya dapat
undang, semata-mata unluk
hadap hak asasi manusia
ketertiban, umum, dan

Hak dan kebebasan yang diatur dalam u
dibatast oleh dan berdasarkan undang-
menjamin pengakuan dan penghormatan ter
serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan,

kepentingan bangsa.
Pasal 74

Tidak satu ketentuan pun dalam Undang-undang ini boleh diartikan
bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan
mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia alau
kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

ebagai aspek pencegahan yang mempunyai

Oleh karena itu, hukuman S
i umum yang mementingkan kh

melakukan tindak pidana, maka

yaitu aspek prevens alayak ramai dan
u. Apabila seseorang
dengan perbuatannya. Deng
pelaku menjadi

dua aspek,
nsi khusus bagi pelak
balasan yang sesuai

terjadi

preve
an balasan

dia akan memperolen
dua hal. Pertamd,

ritaan lainnya, sehingga ia tidak akan mengulangi
yang akan datang- Kedua, oraang lain tidak akan

perbuatan yang 5t .
ibat yang sama juga ak
datah upaya memblok

an dikenakan pada

g kedud ini 2 ade
ilakukan oleh seorang saja
perbuatan

ingga ko
Kalau si pelak
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jahat lainnya dan orang lain tidak meniru perbuatan pelaku karena akibat negatif

yang akan diterimanya, terciptalah ketentraman dan kemaslahatan wnum.

ukuman ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.

pada dasarnya h

Seperti hukum-hukum yang lain, hukum gishash ditetapkan untuk mencegah agar

lidak terjadi tindak pidana sekaligus untuk mendidik masyarakat. Masyarakat

dalam kehidupannya tidak ada kerusuhan dan

akan merasa amam ketika di
kerusakan yang diakibatkan oleh segelintir orang. Untuk menanggulangi agar
kerusakan, maka dibuatlah hukuman bagi siapa saja yang beran

tidak terjadi
ahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukuman dijatuhkan

melakukan kej
kepada pelaku tindak pidana bukan bertujuan untuk menyiksa atau
api dibalik hukuman terdapat manfaat yang sangat

menyengsarakan akan tet
masyarakat pada umumnya.

besar, baik untuk pelaku pada khususnya maupun

dicapal adalah di dal

am hukuman yang berat terdapat unsur

Maniaat yang hendak

pendidikan dan pencegahan:



BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Hukum Islam yang sudah dikenal sejak adanya Islara merupakan

hukum yang kekal, Hukum ini berlaku untuk kejahatan terhadap anggota

badan atau jiwa. Dalam pangangan Hak Asasi Manusia khususnya Undang-

undang No. 39 Tahun 1999 tentang ak Asasi Manusia bahwa penghilangan

atau perampasar terhadap jiwa atau nyawa sescorang termasuk dalam
nusia. Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999

agaran hak asasl ma
Asasi Manusia pahwa salah s 2k asasi ST
¢ 4 bahwa salah satu hak asasi yang dimiliki oleh !

adalah hak hidup. Hak ini merupakan anugerah dari
ilangkan oleh '

tidak boleh dirampas dan dinil

4i sebuih hukum yang dibuat

pelang
Tentang Hak

qeseorang sejak Jahir

Tuhan Yang Maha Lsa yans
giapanun dan dimanapun. Hukum yrshash sebag
untuk Lomashiatal umal manusia mempunyai tujuan yang sangat signifikan.
1 vang lain bahwa hukum qr’shmh yang bertujuan untuk

' |
hash ini tidak sertamerta ]

kum-hukun
hukuman ¢!

Senerti hu
qn keadilan sejatl. penegakan

mcncgakh
korban tidak

akan tetapi ketika ahli  waris dari
J; maka dapat diganti dengan hukuman yang lain l
39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi ‘

Jerupakan galah satu hukum yang tidak
au menghilar gkan nyawi gescorang
estal R

dilutungknn padahal hak tersebut

hak

sehinggd

merupak:
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13, Saran-saran
Hukum  ghuasit yang Jiartikan scbagal hukum balas merupakan

nroduk dari Allah SWT. yang tidak dapat disetarakan dengan hukum manapun
didunia ini. Allah mneciptakan hukum ini dengan tujusn untuk mneciptakan
walaupun sekilas praketk pelaksanaan

an kemashiahatan umat.
1 terdapat hikmah'

keadilan d
hukuman ini kejam tidak manusiawi akan tetapi dibalik itv
yanz sungat tinggl- Oleh karena 1y, hukum gishash ini tidak dapal
disctarakan dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasl
Manusia ataupu Undang-undang yang lain.

. Penutup

Dengan mengucap alhamduliliah sebagai rasa syukur dan terima kasih
kehadirat Allah SWT. karena penyusun dapat menyclesaikan skripsi ini
meskipun banyak kekurangah dan Ketidaksempumaan. Semoga sKripsi ind
dapat hermantaal Dagi sentd pihak yang membaca khususnya bagi penyusun.
Penyusun mohon maal yans cebesar-besarnyd atas segala kekurangal

dalem pcnyusunan skripsi.
purwokerto (9 September 2007

Penulis

NiM. 022640017
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Lampiran

No Footnote | Him
] ) 5
3 | 5
3 4 15
4 6 16
5 7 17

Terjemahan
BABT

Melukai orang berbuat Jarimah sesudi dengan

perbuataniyd, yaitu dibunuh.

Melukai orang berbuat Jjarimah sesuai dengan

perbuatannya, yaitu dibunuh.

erbuat jarimah sesuai

Melukai orang yarg b
tu dibunuh.

dengan perbuatannyd, yai

Ayat 178: Hai orang-orang yang heriman
diwajibkan  atas kamu  qishash

berkenaan dengan orang-orang yarg
orang merdeka dengan

dibunuh,
orang merdeka, hamba dengan hamba
dan wanita dengan wanita. Maka
barangsiapa yang mendapat
pemaajan dari saudaranya,
hendaklah  (yang memaafkan)
mengikuti dengan ¢ard yang baik, dan
diberi  maaf)

hendaklah (Y8
membayar (diyai) kepada  yang
memberi maaf dengan card yang baik
pula. Yang demikian {u adalah suatu
keringanan dari Tuhan Kamy dan
suatu rahmal. Barang siapa Yong
melampaui batas sesudah itu, ma

baginyd siksa yang amat pedik.
. Dan datam gishash 1u ada (jaminan
. idup, hai orang-

ungan
kelangsuhg ) A upaya i

ka di
j tetapkcn terhadap merer
i bahwasanya Jiwa

J-Taural)
balas) F Zan jiwa, mata dengan [rgzala,
o hidung, telinga dengar telingd,
igi Juka (pwia) ada

h.dmgdde gigi, N (hak
igl engd ' ang melepaskar { al
*ashnya. Bare"e srfp‘; i’ tan hak it4 (menjadi)

- a.
qr melé ’
qishcgs‘tgﬂyg&:;dkf; i f; "~ Barangsie a tidak
ené
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35

36

9

17

26

29

32

32

65

66

memutuskan perkara menurut  apa yang
diturunkan Allah, maka mereka orang-orang

yang dzalinm.

Diceritakan dari Hannad, diceritakan dari Abu
Mu'awiyah, dari Amasy, dari 'Abdullah 1bn
Murrah, dari Masyrug, dari Ibnu Mas'ud ia
perkata: telah persabda Rasulullah SAW.:
Seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada
Tuhan selain Allah dan sesungguhnya sayd
Rasulullah, kecuali salah satu dari tiga perkara:
duda yang berzina(zina muhshan), membunuh
jiwa, orang yang meninggalkan agama yang
memisahkan diri dari Jjamaah.

Dan barangstapa yang membunuh  secard
hnya Kami telah memberi

dzalim, maka sesunggu
ada ahli warisnya, tetapi

kekuasaan  kep
itu melampaui batas

janganlah ahli waris
dalam membunuh. Sesungguhnya 1d adalah

orang yang mendapat pertolongan.
i balasan, maka balaslah

amu member
laasan yang samad dengan siksaan

Lan kepadami.

Dan jika k
dengan ba
yang ditimpa

siapa yang mendapat pemaafar

Maka barang
dari saudarany hendaklah (yang memaajkan)
baik, dan

ongikuti  4enger cara yang |
ZLnfaklah (yang diberi madf) membayar (diyal)

kepadd yang mem ngan cara yang

heri maaf de
baik pula.
; ang melepaskan (fﬁaf’ﬂ
siapa kan hak itu (menjodi)

]

Barang
ishashnyd:
9 " baginyd.

genebus dosa baginy
BABL bunuh secard
rangsiapd yang menou . .
Dm;' bﬁzakcf cesungguhy? Kami telah membert
dzz mt;,aan ada Al warisnyé, tetepi
i / i waris i melampait batas
jangan101 ja adalah
dalam 7€
orang yans
an alas pelanggaran

5 pembalasal
Hukumz” afa;fa,p ang _ diteld kan untik
erintdil =
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13

11

68

kemashlahatan masyarakat.

Dan janganiah kamu membunuh jiwa yang
diharamkan Allah kecuali dengan cara yang

benar.
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Jsulan
g menjadi Pembimbing Skripsi
UM QISHASH DALAM pERSPEKT

|
TANG HAK ASASI MANUSIA
akan bersedia/tida

Kk bersedia *) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang

\ Saya menyat
Sangkutan.

purwokerto, 19 Desember 2006

Drs. Luthfi Hamicli,iM.Ag

NIP. 150 252 267

A
‘atatan: *) Coret yang tidak pertu



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : JL. Jend. A. Ya
Purwokerto 53126

i No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 .

B

SURAT KETERANGAN MENGIKUTLSE MINAR PROPOSAL SKRIPSI
Nomor : STA 26/PK.1/PP.00%/ 72005

tya Jurusan Syariah STAIN Purwokerto

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ke
mere;
recangkan bahwa -

e PR 5
L G kY

Nama
NIM . DL (o8 tyil =
Semester s W
. gupiide LS
Jurusan/Prodi y &Y
T : . q°
h‘elah mengikutl seminar proposal pada __;___,_#_,_.fs—-#-a-ﬂ——" sl |
ﬁa“"—ﬂ—.-—-—-*f"f ———T1  Presenter Tanda tangan moderator
Hari/tanggal e o
1 _,____,,.,._--——-—-*—-—-——-“""'“""'.'” ,(J_‘! I 1. /
: S ) bin Sl faris | ) ,
ﬁméﬂ@ﬁ/f\iﬁfaf;ﬁ%ﬂ—w—f;f”““ﬂ E'EE
: ; ; Tl ST e ;‘_ﬁ_’_‘_________.-——_._.__.,.._ St
__[Celas, M Apri ) A9 G 3
B “T'_‘—-*"*"ﬂ""' - T I i iﬂ{-‘m ' e
e [ SE lsws o 12 Aol 5@)"-,,,4.,.,##7##% 4.
4 T = [,ul’»j Aafybsdr _ — i i
4 G 1z A ;;@,L,;L*i_“;if BN i 5.
ST gl e (52 Tyl L

ST el 13 Aok 8T
ini dibuat dan dapat digunakan sebagui syaral untuk
1 c

Demikian sural keterangal
Mengajukan judul pmpusal kripst:

Purwokerto, 2005
An. Ketua

1 Jurusan Syariah

O
hfi Hamidi M.A

———

utilil
p. 150252 267




DEPARTEMEN AGAMA RY
SEKOLAH TINGGI AGAM A ISLAM N}GERI
(STAIN)

Jln Jend. v, Yani No. 40 A Tclp. 0281-635624 dan Fax:. 6365! 3 Purwokerto 53126
wegﬂﬂ%wwasw

ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOS£ L SKRIPSI

BERITY:

I, Mart/ Trange c Kamis, 25 Tantarn 2006
L Walktw/ Jan © 0900 —)2-00
3. WNama cmedi Sicwante
4. NIM Qu2hhee 7 '
3. Samaster/ Joirngan 1 ¥ dtah ‘ Z.
5. Tahun Aleetamik R

B ITe.mpnt ; Grzd(m ng o Wl Ik l}

‘3. Pegerta Seminar : ( Dalam Tabel )

ﬂ'l_':'}u " _”__N__I M o ' Pegerta Angkealan ‘Pandatangan

1L

I

! 2. |loz2b4 0039 Vesaeni T.S. Qo0 2, %f_“‘;
i 3. 0296402 Nar shes =

} <

4. |p226U400 25 M . Auntagiv A'la
[9'3 j— £, "],}. or'L" F-"_ﬁ NIy A LW W r'u"-, | " 5 i

5,

:!ﬁ-- ”27’(”1002F Meeng'’ 'Vi.c:—f'?u’a(., 1ZeaZ 6.‘&‘%‘E

] e
: i ? ;fg(—’\j”;

ozzaz(d‘oé Arnas  Sa /f.%lawl

092965 000! ﬁ’b/t koL

(us  \euswrani

ol el ks

: Purwokerto, 15 Jirnueri
Mahaslsw .0,

Pembimbing
. E ) L i i o1 et o

0322622029

|
.
|
|
|

21 :}"J'




DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM I'EGERI

| ( STAIN) -
Tt Jend. A, Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dar Fax. 636143 Purwokerto 53126
ey mA sy s 00 TR0 Mw—&w#w%ﬂm -
DAFTAR FADIR SEMINAR PROPQOSAL Sl_f(_l{‘i,-fﬁ _ )

. Komis, 25 5Anuan' :?.OOCh
p§ .00 - 1200 Wi é

Edi giswanto

9, Fari/ 2 inmeead

10, Waldw Ja '

11, Nama
12. NIM 022640017
Tlah
1X. Semesier/ Juusan RAVAD ol
aoo? ‘

14. Tabun Akadamik ‘ g
G edvnd L s'(an'ah (RRR]

1S, Tempy

. ( Dalsm Tabel )

|
|

16, Pegertn B inay B o B . :
B — e e B
A R PRI St ol ~ . ) ‘
iy |on2sseoH A :
ent 1. S 1 2c02, A te )
1 |o2p640°%7 Vess ¢ 1(.%7)““”“,_.-_- : i

I3, 26U T faar shs 44%_ .
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|y (meeooas | Mopustest e s .

! ook by |
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Ty an,. | U s et 9. é: /
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d

1
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DEPARTEMEN AGAMA RI

! NAMA : . EdZ Biswante
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN ) g . NO.INDUKUURUSAN : 622645817 /53550n
PURWOKERTO . NAMA PEMBIMBING - Pra. Tuatfi. H, il.
) JUDUL 3KIPSI oHDTua Qlnhnoay e L
’ . Pevapeis I HARl
Blangko Bimbingan Proposal Skripsi : o '
ol Butan | Hari/Tanggal | MATER! BIMBINGAN * Tanda Tangan **
\i_ t\ - :\ i\ : PEMBIMBING MAHASISWA
;"“ | Dtnuag; \Senin /24, *Pr“"d’%sq pagh B I Veht & o ke Vudit Bpef ¥ S ;"& ({
i
1 | | | | '
i -Z\MW i\;&% /.2? \56-8 I @ reuy % ff)e.(JM LmC( Ly
i

- J | e
8.5 (I ij W s34 ay |

I A ' X b Lonix
o e pobon ponninn | ‘
\ ﬁ’-mz——&h—- TOOJ Nofe  Blleru }“—‘ f’ " Ve,
e .
. Diisi Rokak-pokok Bimbingan : . - Pumukerlso T3 JoR L AROT] '
*  .Diisi Setiap Selesat Bibingan . . ) ST ]

ING -

~  PEMB
Q




NAMA P ali Sdrwanteo
NO. INDUK/JURUSAN DGRl 17,7504 tah
Nr.. Luatfi. R, M. am

- DEPARTEMENAGAMAR! |
SEKOLAH TINGG! AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN ) - |
" PURWOKERTO NAMA PEMBIMBING
"——_—_-_——_’.=i JUDUL SKIPSI SHakm QL Gl T
' _ ) BIRT HE
Blangko Bimbingan Proposal Skripsi: '
\ : . \ Tanda Tangan **
Bulan 1}  Heri/Tanggal \ MATERI BIMBINGAN " PEMBIMBING | MAHASISWA
\ befam / I \km‘?jb“ 5“""!3’?" pén flog W \'\ \—"(\ \\ f"}]‘
bal, | §an‘m' g W \ /\ \ / ‘
| 4

e Qar

. Bobs Ve U 6 Lol

't\ Kamis /14

Furwokefto, 15 Jamuari 2007
PEMBIMBING -

Drs. Lutfi.H, M. Ag

Diisi Pokok-pokok Bimbin_gan '
Dilsi Setiap Selesal Bimbingan

[ i e e e A S - —




DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

JURUSAN SYARIAH
Alamat: Il Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/K]5/PP.009/ 0a 5/2007

Yang bertanda tangan di pawah ini Ketua Jurusan Gyariah, menerangkan bahwa:
Nama . EDISISWANTO
NIM . 022640017
Semester : X
Prodi . AS

ar telah melaksanakan ujian komprehensif pada

Mahasiswa tersebut penar-ben

kami buat untuk d

Demikian surat eterangan 1!

Mestinya,




W R ——

L s e

- Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG IV TH. AKADEMIK 2003 - 2004

. Nomot - STA.26/K/PUBP/O36/V/2004

Dibetikan kepada -

.............................................................

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
datam Ujian Baca Tulis Al-Quran dan Praktek Pengamalan ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujion BIA dan PP STAIN Purwokerto

Purwokerto, 17 APRIL 2004
lgg%\BTA dian PP STAIN Purwokerto

g Kgorginator,
-‘-_'G Gl Ty
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DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI'AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : JI. Jend. A. Yani No.404 Telp._ 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. STA.26/P3M/PP.06/080 /2006

—

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 31 Tahun 2006, Kepala
Pusat Penelitian dun Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN
Purwokerto menerangkan bahwa :
Nama - ED1 SISWANTO
NIM 1 022640017
Jurusan / Prodi :SYARTAH [/ AS
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XVII Tahwun 2006 d; -

Desa : CANDUK
Kecamatan : LUMBIR
Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 17 April sampai 23 Mei 2006 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 82 (A).
Sertifikat 1ni diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian
munagasah skripsi. §

e Ma P e e o e e e e .



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Edi Siswanto

Nama
Tempat Tanggal lahir . Banyumas, 2 Juni 1983
Jenis kelamin . Laki-laki
Agama - Islam
Alamat - Krajan, Rt 04 Rw 02 Pekuncen, Banyumas 53164
Nama Orang tua . 2. Nama Ayah . Natim Sahuri
b. Nama fbu - Maesiyah
Riwayat Pendidikan
1. Pendidikan Formal -a TK Aisiyah Krajan. [ulus tahun 1990
b. MI Muhammadiyah Krajan, lulus tahun 1996
c. MTs Muhammadiyah, lulus tahun 1999
d. MA Muhammadiyah, lulus tahun 2002
jus teori tahun 2006 -

menambal gerta meng
purwokerto, 17 Novemt
Penulis,

e. STAIN Purwokerto, Iu

jaman Or anisasi:

Pcn?ﬁ?tua ’ Muhammadiyah 2001-2002 .
b. Ketua Bidang TKP HMI Cab. Purwokerto K omisariat Syari ah
c.. Ketua Bidang p3A HMI Cab. Purwokerto

riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa
gi sedikitpuil:
ber 2007




